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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi

yang dimaksud di

sini adalah sedapatnya
mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam
huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab.

Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah
transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan
penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana
UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun ketentuannya adalah

sebagai berikut

1. Konsonan
Huruf | Nama | Huruf Latin Nama
Arab
| Alif - Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ TH Te dan Ha
G Jim J Je
y Ha (dengan titik di
e lify H bawahnya)
¢ Kha’ Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal DH De dan Ha
> Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
8= Syin SY Es dan Ye
Es (dengan titik di
Vi Sadl > bawahnya)
: De (dengan titik di
0 Dad D bawahnya)
Te (dengan titik di
_L ’
Ta T bawahnya)
Zet (dengan titik di
_L b
Za Z bawahnya)
‘Ain ‘- Koma terbalik di
atasnya




¢ Ghain GH Ge dan Ha
- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

U Nun N En

s Waw W We
3/o Ha’ H Ha

. Hamzah - Apostrof
s Ya’ N Ye

O Nun N En

s Waw W We
3/s Ha’ H Ha

. Hamzah - Apostrof
@ Ya’ Y Ye

2 .Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad yas
‘iwad Uase
dalw EW
yad 3
hiyal I
taht b
3.Mad dilambangkan dengan a, 7, dan . Contoh:
ala sl
stirah ) pa
dha e
1man Olag)
Fi 8
kitab lad
sihab e
juman Olea
4.Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:
awj zs
nawm A

Vi




law

Y
aysar o)
syaykh Zodk
‘aynay S
5.Alif (V) dan waw ( s ) ketika digunakan sebagali
tanda bacatanpa fonetik yang bermakna tidak
dilambangkan. Contoh:
Fa‘alu | sl
Ula’ika AR
tigiyah Byis)
6.Penulisan alif magsirah ( » ) yang diawali dengan
baris fathah(z: ) ditulis dengan lambang &. Contoh:
hatta e
mada (Saaa
kubra s
mustafa silaaa

7.Penulisan alif manqusah ( < ( yang diawali dengan baris kasrah

ditulis dengan 1, bukan 1y. Contoh:

Radi al-Din ) suay
al-Misri & o)
8.Penulisan & (ta’ marbiitah) Bentuk penulisan 3 (ta’
marbttah)terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:
a.Apabila s (ta’ marbutah) terdapat dalam satu
kata,dilambangkan dengan » (ha’). Contoh:
| salah N a

b. Apabilas (ta’ marbiitah) terdapat dalam dua kata, yaitu
sifat dan yang disifati (sifat mawsif), dilambangkan o

(ha’). Contoh:

al-Risalah al-Bahiyah

Sébgj\ 'éj\u.u‘)J\
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c. Apabila & (ta’ marbutah) ditulis sebagai mudaf dan
mudaf ilayh, maka mudaf dilambangkan dengan “t”.
Contoh:

| Wizarat al-Tarbiyah | 85 5,505 |

9.Penulisan « (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam
bentuk,yaitu:

a.Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan
dengan “a”. Contoh:

| Asad \ il

b.Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “
> . Contoh:
| Mas’alah ‘ 8l |

10.Penulisan + (hamzah) wasal dilambangkan dengan
“a”.Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr s O Bl
al-istidrak R
kutub igtanat’ha o) ud

11.Penulisan syaddah atau tasydid terhadap. Penulisan
syaddah bagi konsonan waw ( s ) dilambangkan
dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan
ya’ ( ¢ ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
Contoh:

quwwah 850
‘aduww 5x
syawwal Jdy i
Jaww ST
al-Misriyyah ) )
ayyam o]
Qusayy g=
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| al-kasysyaf < d) |
12.Penulisan alif lam () J). Penulisan ! J dilambangkan
dengan “al-” baik pada ! J syamsiyyah maupun ' J
gamariyyah. Contoh:
al-kitab al-thant o)l lad])
al-ittthad Y
al-asl BIAY
al-athar oY
Abu al-wafa’ 18 g)) o
Maktabat al-Nahdah al-misriyyah 85 )l syl Bud
Bi al-tamam wa al-kamal Jlad) g alatlc
Abu al-Layth al-samargandi S3pud) Syl o

Kecuali: Ketika huruf J berjumpa dengan huruf J di
depannya,tanpa huruf alif ('), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-syarbayni SU IR
13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah ol

Billah alll

Lillah o]

Bismillah o)l pu
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ABSTRAK

Judul Tesis :  Batas Usia Perkawinan dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan ( Studi kasus di Kecamatan
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

Nama/NIM * Zahrul Baizah / 221010012
Pembimbing | - Dr.H Agustin Hanapi, Lc., MA,
Pembimbing Il : Fajsal, S.Th.,MA.,Ph.D

Kata Kunci :  Pernikahan di bawah Umur.

Fenomena Pernikahan di bawah umur sampai saat ini terus
terjadi di kalangan masyarakat meskipun sejumlah aturan telah
mengaturnya. Persoalan Pernikahan di bawah umur terus terjadi
hampir di semua daerah di Indonesia tidak terkecuali di provinsi
Aceh dan secara khusus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh
Besar. Pernikahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya dampak
serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan
ketahanan keluarga. Di antaranya terjadinya ketidaksiapan para
pasangan dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia
dan sejahtera.

Penelitian ini adalah kajian perbandingan hukum yang
berusaha mengungkap permasalahan dan konsep hukum dasar
tentang batas usia perkawinan dan kedudukannya dalam hukum
positif dan fikih munakahat serta praktek yang terjadi dalam
kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bersifat penelitian
lapangan (field reseach). Metode yang digunakan adalah
mengunakan pendekatan yuridis empiris yang mana berbasis pada
observasi dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang
terkait. Untuk mendapatkan data valid, data akan diolah dan
dianalisis secara cermat dan teliti terhadap sumber primer dan
sumber skunder.

Xii



Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terjadinya
pernikahan dibawah umur dikalangan masyarakat Aceh khususnya
di Kecamatan Ingin Jaya yang menjadi lokus penelitian ini.
Penyebab utama dari kasus perkawinan di bawah umur ini, dapat
disebutkan bahwa secara umum dikarenakan oleh rendahnya
kesadaran dan kekurang pahaman masyarakat terhadap hukum-
hukum perkawinan. Penyebab lainnya adalah disebabkan oleh
terjadinya kompleksitas persoalan sosial, budaya, norma sosial,
ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
berharap akan menjadi langkah solutif dalam meminimalisir kasus-
kasus pernikahan di bawah umur terutama di Provinsi Aceh.
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ABSTRACT

Institution . Graduate School of UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Dissertation . The Marriage Age Limit in Law

Title Number 16 of 2019 Concerning

Marriage (Case study in Ingin Jaya
Sub-district of Aceh Besar District)

Author/NIM ' 7ahryl Baizah / 221010012
Supervisors © 1. Dr. H Agustin Hanapi, Lc., MA

2. Faisal, S. Th., MA., Ph. D
Keywords - Underage marriage

Underage marriage persists in the society despite the
implementation of several regulations. The issue of underage
marriage occurs in nearly every region of Indonesia, including the
province of Aceh, particularly in Ingin Jaya Sub-district of Aceh
Besar District. The marriage has had significant impacts on social
life, economy, education, and family resiliency. One of the factors
contributing to this issue is the lack of readiness on the part of
spouses to establish and cultivate a contented and prosperous
family. The objective of this comparative legal study is to
investigate basic legal issues and concepts pertaining to the age
restriction for marriage, its legal status in positive law and
munakahat (marriage) jurisprudence, and social practices that
transpire within society. This study constitutes field research. This
study used descriptive-qualitative method; its purpose is to provide
a comprehensive depiction or describe the focus of the research in a
systematic, measurable, transparent, and accountable manner. A
normative juridical approach was employed, which is based in
direct observation, interviews with the relevant parties, and an
analysis of written legal norms, legislation, and other technical
regulations issued by authorized institutions. Using both primary
and secondary sources, the data were thoroughly processed and
analyzed in order to ensure its validity. The results of this study
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indicated that there is still a high occurrence of underage marriages
in Aceh, particularly in the subdistrict of Ingin Jaya, which is the
focus of this investigation. The fundamental reason of underage
marriages is widely acknowledged to be a lack of understanding
and awareness of marriage regulations among individuals in
society. Furthermore, the intricacy of social, cultural, and social
norms serves as an additional contributing component, alongside
economic and educational concerns. Hence, this research is
anticipated to provide a solution for minimizing the prevalence of
underage marriages, especially in the province of Aceh.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Keputusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor
124/Pdt.P/2023/MS.Jth pada tanggal 4 Agustus 2023 merupakan
salah satu putusan dari sekian banyak putusan perkara
Dispensasi Kawin di kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Dalam
putusan tersebut, anak kandung pemohon yang masih berusia 18
tahun dan berstatus sebagai pelajar dengan salah satu
pertimbangan selama 1 tahun terakhir anak pemohon sudah
menjalin hubungan dengan calon suaminya. Dengan amar
putusan hakim mengabulkan permohonan Pemohon.?

Fenomena menikah di luar batas minimal 19 tahun yang ter-
maktub dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan tidak terimplementasi dengan baik di Kecamatan
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Realitas yang terjadi
setidaknya terdapat belasan pengajuan dispensasi kawin dalam
kurun waktu 1 tahun. Secara tidak langsung, keberadaan
ketentuan minimal usia 19 tahun dalam udang-undang sebatas
dalam tataran normatif yang tidak dapat diimplementasikan
secara optimal di kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Paradigma yang berkembang di kalangan orang tua di
kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar bahwasanya, pada
rentang usia 15-18 tahun mayoritas anak-anak perempuan
mereka telah dalam kondisi dan keadaan yang harus untuk
dinikahkan, baik karena sudah memiliki kedekatan dengan
lawan jenis, maupun disebabkan faktor kekhawatiran orang tua
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan.?

! Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.Jth
2 Syahrati, Waktu yang Tepat untuk Menikah, Harian Serambi Indonesia,
24 April 2015.



Pernikahan di bawah umur efeknya akan menyusul dalam
satu keluarga, kedua perasaan itu baik atau kejahatan, dan
pelaksanaan perkawinan dibawahnya usia atau yang dikenal
dengan pernikahan dini akan terkena dampak langsungnya yang
bersalah. Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang mudah,
berbagai permasalahan, termasuk dampaknya akibat pernikahan
dibawah Usia adalah derajat sumber daya manusia berkurang,
kekerasan kepada anak-anak, peningkatan kemiskinan,
eksploitasi dan gender iklan untuk anak-anak, dil. Hal ini
dikatakan sebagai praktik yang tersebar luas jalan di antara
mereka disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

Menurut Atho’ Mudzar, terdapat empat produk hukum
Islam yang telah berkembang dan dikenal dalam sejarah hukum
Islam, yaitu kitab-kitab Figh, fatwa ulama, keputusan-keputusan
pengadilan, dan peraturan perundang -undangan.® Di antaranya
peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang
mengatur tentang Perkawinan.

Hukum  perkawinan mempunyai  kedudukan amat
penting  dalam Islam. Hal ini dikarenakan hukum
Perkawinan mengatur  tata cara kehidupan keluarga yang
merupakan inti dari kehidupan masyarakat dan sejalan
dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an
dan Hadis.* Salah satu hal yang penting dalam hukum
perkawinan adalah bagian yang mengatur batas usia minimal
menikah.

Perkawinan merupakan syariat, yaitu penaatan ihwal
manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Adapun
tujuan dari pernikahan dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah ar-
Rum ayat 21:

3 Atho’ Mudzar, Membaca Gelombang ljtihad Antara Tradisi Dan
Liberasi (Yogyakarta: Titian llah Press, 1998), 93.
4 Ahmad Hamid Strong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Aceh:
Penah, 2010), 1-2.
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Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,
dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguh-nya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. ~ (Ar-Ruum,
21)

Dalam Ayat tersebut dijelaskan Pernikahan merupakan
suatu hal yang sangat penting dan sakral. Dari sebuah
pernikahan terdapat norma-norma tertentu yang harus dipatuhi
agar terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan
warahmabh.

Di Indonesia, untuk bisa melangsungkan perkawinan harus
memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan
Pasal 11 memuat mengenai Syarat-syarat meteril, sedangkan
Pasal 12 memuat mengenai Syarat-syarat yang bersifat formil.
Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang
hendak melakukan Perkawinan. Khusus Pasal 7 yang
merupakan bagian dari yang bersifat materil yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawainan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 yang
baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria
dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Hal tersebut sudah
jelas ditetapakan oleh perintah melalui pertimbangan dari segi
kesehatan naupun tingkat kedewasaan sehingga pasangan



melakukan perkawinan diharapakan mampu menjalankan
kehidupan rumah tangganya dengan baik.’

Islam sudah menentukan persyaratan bagi orang-orang yang
akan melangsungkan pernikahan, namun dalam hukum Islam
tidak ada ketentuan khusus mengenai usia  untuk menikah.
Secara umum fukaha’ (para ahli Figh) tidak sepakat mengenai
batas usia minimal perkawinan, namun mereka berpendapat
bahwa balig (sudah melewati masa pubertas) belum tentu
menujukan bahwa dapat bersikap dewasa. Imam Syafii dan
imam Hambali menjelaskan balig bagi anak-anak adalah usia
15 tahun, imam Maliki menetapkan usia 17 tahun dan imam
Hanafi menjelaskan balig di usia 18 tahun untuk anak laki-laki
dan 17 tahun untuk anak perempuan.® Seperti firman Allah SWT
dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’:6, yaitu:

i) o4 (2l OB F SO 1sals 15) E5 a1l

Artinya

“Ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk
menikah, ° lalu jika kamu mendapati mereka sudah
dewasa”

Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar
rusydan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata
rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang
menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.
Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa
“rusydan’ yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara
menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang
disebut baligh al-nikéh ialah jika umur telah siap menikah. Ini

5 Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten
Brebes”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayahtullah, Jakarta), hlm. 2.

® Dedi Supriyadi and Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan
Di Dunia Islam (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), him. 26.
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artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang
belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat'-\Sd «L" menunjukkan bahwa

usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada
umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan
memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk
menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti
ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudtd. Karena itu
rusydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta
mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan
menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan
bodoh dalam agama.’

Dijelaskan pula dalam Tafsir al-Munir, kalimat ‘“fain
anastum minhum rusydan” jika menerut kalian mereka telah
cerdas (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6), vyakni telah pandai dalam
mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya
orang lain.® Berdasarkan penafsiran potongan ayat di atas,
menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui
mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur
kadangkadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang
sudah mimpi ada kalanya belum rusydan dalam tindakannya,
atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan
(kebenaran) telah nyata. Dalam potongan ayat tersebut, secara
konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan
melangsungkan  pernikahan. Batasan hanya diberikan
berdasarkan kualitas diri seseorang, yaitu telah cerdas dalam
mengelola harta. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para
fugaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang
dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan
mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup

" Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, (Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), him. 387.
8 Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir (Marah Labid),
(Mishr: Maktabah Isa alHalabi, 1314 H), him. 140.
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umur (baligh). Pendapat-pendapat ijtihad keempat ulama’
(Syafi’i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki) dan yang lainnya
menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur baligh sah
menurut Syariah Islamiyah. Mereka menggunakan alasan
Alquran dan hadits dan kejadiankejadian pada zaman Nabi Saw.
Para sahabat; misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi
Muhammad SAW mengawini Siti Aisyah r.a. yang baru
berumur 6 tahun, dan seorang sahabat rawi hadits Ibnu Umar
telah mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur baligh.
Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan
tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu
ijtihaad dalam menentukan batas usia perkawinan sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan zaman.®

Namun yang perlu digaris bawahi teks al-Qur’an dan
Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait
batas umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan
perkawinan. Ulama figh kalsik juga tidak memberi batasan yang
begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas
usia tersebut. *°

Di Indonesia dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16
tahun 2019 mengatakan “perkawinan hanya dibolehkan apabila
pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19
tahun juga”. Ketentuan batas usia juga dijelaskan dalam KHI
(Kompilasi Hukum Islam) pasal 15 ayat (1) yaitu “perkawinan
boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan
perempuan 16 tahun”. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-
undang bahwa calon suami telah dewasa jiwa dan raganya agar
perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Oleh karena

°Abdi Karo, Masalah Perkawinan, (Jakarta: Pustaka
Firdaus,1994), him. 67.
10 Holilur Rohman, Batas Usia ldeal Pernikahan Perspertif
Magasid Syariah, dalam Jurnal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1,
No. 1, 2016, him. 68.
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itu pentingnya pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum
cukup umur.t

Dalam Pernikahan terdapat prosedur, dasar hukum,syarat
dan beberapa ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur’an dan
Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di
Negara Indonesia, telah diatur dalam undang-undang terkait
batas pernikahan pada pasal nomor 1 tahun 1974 tentang
pernikahan. Pada intinya dasar bagi rakyat Indonesia harus
mematuhi peraturan yang mana telah diatur dalam undang-
undang yang ber tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis
dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan
aturan.

Aturan-aturan yan ditetapkan ditujukan untuk semua
masyarakat yang sering kali timbul pelanggaran dan tidak
sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal
pernikahan, umur yang telah ditetapkan undang-undang adalah
hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan
landasan bagi masyarakat. “ Pernikahan dapat diizinkan
apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun
dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang
tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pernikahan ini
dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu
di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Ayat 1 Pasal 20 tentang
perkawinan Tahun 1974.

Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi
selama 4 atau 5 tahun terakhir sebanyak 2.784 kasus yang terjadi
di Aceh, berdasarkan liputan khusus SerambiNews.Com. 2

11 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi
Revisi, 1st ed. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), 59.

12 SerambiNews.Com, Pernikahan di Bawah Usia Dini di Aceh,
Pada 5 Mei 2023.
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Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi
sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru,
sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar
belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi,
kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan
(putus sekolah) hingga takut pergaulan bebas juga merupakan
faktor terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di
hampir semua wilayah Indonesia.’® Pernikahan dini terjadi baik
di perkotaan maupun pedesaan,Bahwa ,di pendesaan lebih
tinggi dari pada di daerah perkotaan. Di daerah Kecamatan Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh juga tidak terlepas
dari kasus pernikahan dini. Meningkatnya kasus perceraian
tidak terlepas dari fenomena pernikahan dini yang marak terjadi,
oleh dasar hal inilah penulis ingin meneliti tentang pernikahan
dini di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat
tertarik  untuk  lebih  meneliti mengenai “Batas Usia
Perkawinan Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten
Aceh Besar)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi batas usia perkawinan di

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap Batas Usia

Pernikahan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh

Besar?

13 Endro Priherdityo, “Pernkahan Usia Anak Masih Marak Di
Indonesia,” CNN Indonesia, accessed 20 Desember 2019,
https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-
146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia.
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3. Analisa batas usia pernikahan di Kecamatan Ingin Jaya
menurut Undang-Undang dan figh munakahat?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap
Batas Usia Pernikahan di Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk implementasi batas usia perkawinan di
Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk mengetahui analisa batas usia dalam perspektif
figh munakahat.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, adanya penelitian ini bermanfaat dalam
menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta
guna menyelesaikan program Hukum Keluarga Islam
Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan

3. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini
diharapkan memberikan manfaat dan  memberikan
kontribusi berupa pengetahuan di bidang hukum
serta dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah
terutama mengenai batas usia minimal menikah menurut
masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh
Besar

4. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang batas
usia perkawinan sehingga meminimalisir angka
pernikahan di bawah umur.

1.5. Kajian Pustaka
Pada penyusun tulisan karya ilmiah ini, analisis tinjauan

buku perpustakaan yang sangatlah penting untuk keberhasilan
penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Hal ini dianggap
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sangat penting untuk melakukankan perbandingan antara
penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan yang
ingin dicapai adalah dengan melihat nilainya dan kesenjangan
penelitian sebelumnya, sehingga memudahkan penulis melihat
perbedaan hukumnya di antara penelitian sebelumnya dan
penelitian ini ditulis. Namun,dalam tulisan karya ilmiah
ini,penulis akan mengkaji lebih dalam terkait pernikahan
dibawah umur,yang mana dampak ini bervariasi tergantung pada
konteks budaya, ekonomi, dan sosial di mana perkawinan anak
terjadi.Oleh karena itu, upaya untuk memerangi perkawinan
anak harus mencakup pendekatan holistik yang mencakup
pendidikan, pemberdayaan perempuan, perubahan norma
budaya, dan penguatan ketentuan hukum.

Pertama, Iwan Ramadhan Sitorus, jurnal pada tahun
2020, Usia Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019
perspektif Maslahah Mursalah. Menjelaskan bahwa larangan
perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh Indonesia dan
negara muslim lainnya, meskipun dengan batasan yang
bervariasi semuanya bermuara pada maslahat, yang dalam
perspektif sosiologi hukum larangan perkawinan di bawah umur
merupakan sosial Engineering yang memberikan dampak positif
bagi masyarakat. Sebab, melalui larangan ini di mungkinkan
akan terwujudnya cita-cita ideal dan tujuan perkawinan.*

Kedua, Karya Abdul Aziz, yang berjudul batas usia
perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019:
analisis psikologi dan maslahah mursalah, penelitian ini
bertujuan menerangkan kesuaian batas usia nikah pada Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori Maslahah
Mursalah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon
mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita

14 lwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU
NO 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah,” Nuansa Vol 13, no.
2 (2020).
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berusia 16 tahun. Dengan seiring berjalannya waktu ketentuan
tersebut telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan
keadaan saat ini baik dari segi psikologis, kesehatan biologis,
pendidikan, maupun ekonomi. Batas usia perkawinan telah
mengalami dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah
Konstitusi terkait dengan batas usia menikah. Islam tidak
mengatur mengenai batasan usia seseorang bisa menikah,
Dengan dinaikkannya usia perkawinan bagi perempuan menjadi
19 tahun, agar memberikan perlindungan terhadap anak yang
masih dibawah umur agar lebih siap secara biologis maupun
psikologisnya. Oleh sebab itu, maka disarankan peraturan ini
bisa dijadikan acuan dan diterapkan agar tidak terjadinya
perkawinan dibawah umur.*®

Ketiga, Karya Sofia Hardan, yang berjudul analisis tentang
batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut
perundang-undangan di indonesia, bahwa menjelaskan dalam
pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah
jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18
tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita
telah mencapai umur 16 tahun. Artinya, undang-undang ini
membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan
perkawinan. Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui
pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan
calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir
dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun1974, bahwa pengadilan
ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari
pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan
dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan

15 Abdul Aziz, Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Maslahah Mursalah, dalam
Jurnal Tasyri’ Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, 2022, him. 25-26.
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perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang
batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi
perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU
tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan
yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap
orang dapat dengan mudah memperolehnya. Ketetapan undang-
undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai
aspek, banyak Kemudharatan yang ditimbulkan akibat
Perkawinan anak di bawah umur, terutama bagiperempuan.*®
Keempat, Karya Rini Heryanti, yang berjudul implementasi
perubahan kebijakan batas usia perkawinan, penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji Implementasi dari Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan batas atas usia perkawinan
untuk laki-laki (Pasal 7 ayat 1) dinilai sudah tidak sesuai lagi,
dan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak,
adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk
membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B
ayat (1) UUD 1945, terjadinya disharmonisasi dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas
usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas )
tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada
di masyarakat perlu untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini
mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian
menggunakan metode pendekatan  yuridis sosiologis. Hasil
dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16
tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil
namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa

16 Sofia Hardan, Analisis Tentang Batas Umur Untuk
Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia,
dalam Jurnal Pemikiran Islam,Vol.40, No.2, 2015, him. 126.
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permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas
usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh
pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk
melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.'’

Dari paparan di atas dapat dilihat perbedaannya dengan
penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada objek
penelitian, Yang mana peneliti membahas tentang batas usia
perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Sedangkan penelitian di atas membandingkan batas usia
perkawinan di Indonesia serta membahas tentang batas usia
perkawinan dari sisi fikih yang lebih spesifik yaitu perspektif
Maslahah Mursalah.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas tentang
Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun
2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besar), Namun ada beberapa penelitian
yang pembahasannya mendekati penelitian penulis. Namun
yang mana dalam penelitian ini banyak masih banyak
masyarakat ~ Ketidakpahaman  terhadap = undang-undang
perkawinan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini masih banyak
terjadinya Pernikahan dibawah umur, dari ketidakpaham ini
telah berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Dari data
yang dilapangan daerah Kecamatan Ingin Jaya termasuk
kecamatan yang tinggi pernikahan dibawah umur di bandingkan
dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar
1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitaian ini adalah
penelitian empiris. Penelitian empiris (field research) atau
penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai
gejala-gejala, peristiwa dan fenomena vyang terjadi di

17 Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia
Perkawinan, dalam Jurnal lus Constituendum, Vol. 6, No. 1, 2022, him. 112.
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masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka
dengan melihat fenomena yang terdapat di masayarakat. 18
Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologi
yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-
teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam
masyarakat.'® Objek kajian dalam penelitian empiris adalah
fakata sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut
dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari
secara instensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi
sosial sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau
masyarakat.
1. Jenis Penelitian

Adapun, dalam pembahasan ini peneliti menggunakan
beberapa metode untuk melakukan penelitian di antaranya yaitu
penelitian lapangan (Field Reaseach) dengan menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan suatu teknik,
yang akan menjadi langkah awal untuk mengumpulkan data
dan informasi yang mendalam terkait masalah yang penulis
teliti. Namun,alasan menggunakan metode pendekatan kualitatif
adalah karena peneliti bertujuan memahami situasi sosial secara
mendalam, dimana permasalahan yang belum jelas,
holistik,dinamis, kompleks, dan penuh makna sehingga tidak
mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan
metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti
kuesioner,wawancara, dan test.

1) Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kantor KUA Kecamatan
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan
penentuan lokasi penelitian, dikarenakan penulis mendapat-

18 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung :
Mandar Maju, 2008), him. 124.

19 Bambang Songgono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1998), him. 42.
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kan Berapa Kasus Pernikahan di bawah umur yang terjadi

di kecamatan tersebut, dan juga tempat tinggal penulis

berada di Kabupaten Aceh Besar serta terjangkau dengan

domisili penulis.
2) Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data tesis

ini dibagi menjadi beberapa sumber data, sebagai berikut:

a) Sumber Data primer, yakni data yang penulis peroleh
berupa hasil Penelitian Lapangan yang berlokasi
Kecamatan Ingin Jaya, sumber penelitian ini berupa
hasil observasi dan wawancara di beberapa tempat
seperti, Kantor Urusan Agama (KUA) , Lalu beberapa
tokoh yang diwawancarai seperti: Kepala KUA,
Akademisi meliputi bagian hukum dan psikologi,
Ulama / Tokoh Agama.

b) Sumber data sekunder

seluruh literatur yang berhubungan dengan data sekunder
yang bersifat membantu data primer dalam penelitian
yang akan memperkuat penjelasan didalamnya, diantara
data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku
yang kaitannya dengan usia perkawinan, penelitian
terdahulu seperti thesis dan disertasi, atau jurnal yang
relevan serta literatur lain yang dapat memberikan
informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam
penilitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik
dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.?® Teknik
pengumpulan data dan informasi akan menggunakan metode
sebagai berikut:

20 Muh Nadzir, Metode Penelitian, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia
Indonesia,2005), him. 111
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a) Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana peneliti memasuki
latar/suasana tertentu bertujuan untuk melakukan
pengamatan tentang bagaimana peristiwa - peristiwa
dalam latar memiliki hubungan. Tingkat kedalaman
pengamatan menurut latar dan tujuan penelitian yaitu
yang terletak dalam suatu kontinum, pasif, aktif, moderat
dan terlibat dalam peran serta. Penulis akan melakukan
pengamatan peristiwa nikah seperti pernikahan di usia
muda atau di bawah umur pada di Kantor UrusanAgama
di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.dan
Penulis akan melihat langsung tentang bagaimana bentuk
pernikahan dini, faktor dan dampak yang ditimbulkan
dalam menjalin suatu ikatan pernikahan. Tujuannya
yaitu agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang
akurat.

b) Wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan dilakukan oleh dua pihak, vyaitu pe-
wawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang
diwawancarai (informan) dan memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.’’ Sasaran akan wawancarai adalah
kepala KUA, Tokoh Agama, dan Tokoh-Tokoh
masyarakat yang dituakan dan memang berkecimpung
dalam mengurusi pernikahan, dan penulis juga akan
mewawancarai  pihak yang  bersangkutan  serta
masyarakat yang mengetahui akan hal-hal yang penulis
teliti, melalui wawancara maka ditargetkan penulis akan
mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai
pernikahan dini di daerah Kecamatan Ingin Jaya

21 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi
(Yogyakarta: Rosda, 2017), him. 135.
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Kabupaten Aceh Besar, yaitu Desa Butong, Desa Rabeu
dan Desa Siron.
c) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data, informasi, foto,
rekaman wawancara dan teori melalui literatur berupa
buku, catatan kuliah dan informasi ilmiah yang berkaitan
dengan penelitian ini;

3. Teknik Analisis data

Setelah peneliti memperoleh atau mendapatkan data ,baik
informasi dari hasil penelitian, maka penulis akan melakukan
cara-cara analisis sebagai berikut:

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh
data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,
pengamatan yang sudah dicatat di lapangan, dokumen pribadi,
gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipahami,
maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan
dan memilah atau menyesuaikan data yang dirasa
sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.

2. Triangulasi data yaitu data yang telah didapatkan dari
responden dicek dan diperiksa lagi dan ditanya lagi
pada responden yang lain untuk menyesuaikan data-
data yang telah dikumpulkan agar keabsahan data
didapatkan.

3. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi
yang tersusun yang nantinya akan memberikan
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

4. Menarik kesimpulan yaitu data-data yang dikumpulkan
mulai dicari arti dan polanya, penjelasan dan sebab
akibatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang
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awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci dan
mengakar dengan kokoh.??
1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan menuangkan isi
pembahasan ke dalam beberapa bab, agar pembaca lebih sangat
mudah untuk memahami isi dari tulisan ini:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi
beberapa hal seperti latar  belakang masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian juga dilanjutkan dengan
penjelasan istilah, tinjauan  pustaka, metode penelitian
dalam menggarap tulisan ini dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis juga akan membahas tentang hasil
penelitian yang mendeskripsi batas wusia pernikahan di
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, letak georafis
lokasi keadaan sosial Budaya dan ekonomi masyarakat serta
menjelaskan  batas usia pernikahan perspektif hukum
perkawinan dan menjelaskan pula batas usia pernikahan
perspektif figh munakahat.

Pada Bab ketiga ini penulis mengkaji pelaksanaan
pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten
Aceh Besar, mengkaji implementasi pernikahan di bawah umur
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 serta mengkaji
analisa pernikahan di bawah umur dalam figh munagahat.

Pada bab keempat merupakan bagian penutup yang mana
penulis menyajikan bagian akhir dari penulisan tentang
penelitian ini yang di dalamnya memuat sebuah kesimpulan dari
seluruh pembahasan dan saran-saran sebagai bahan acuan untuk
perbaikan untuk berbagai hal yang kurang sempurna

22 Lexi J. Moleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja RosdaKarya, 2000), him. 103.
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BAB |1
BATAS USIA PERAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERWINAN
DI KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR

2.1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawian berasal dari kata kawin yang
ditambahakan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti membentuk keluarga
dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.23
Perkawinanan adalah pembentukan keluarga dengan lawan
jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual,
seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan
dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian Perkawinan.

Kata Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan

terjemahan dari bahasa Arab “ nikah”. Kata “nikah”
mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya
(hagikat) berarti berkumpul dan dalam kiasan berarti agad atau
mengadakan perjanjian Perkawinan.?

Secara definisi kawin, ada beberapa pendapat mazhab

tentang makna perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Menurut pandangan Syafi’iyyah, kawin adalah akad yang
mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan
menggunakan lafaz z\S atau z 5% Maksud dari pendapat
golongan ini Syafi’iyyah adalah dengan adanya akad
nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk
menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.

b. Menurut golongan Hanafiyyah kawin adalah akad yang
memberi faidah tertentunya orang laki-laki untuk
memiliki fajrinya orang perempuan. Dengan arti

2 Anton Moeliono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarata: Balai
Pustaka, 1990, him. 22.
24 Setyaningsih, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Depok: Rajawali
Buana Pustaka, 2021, him. 5.
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bahwasanya dengan adanya akad tersebut seorang laki-
laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang
perempuan tersebut.

c. Golongan Malikiyyah menyebutkan kawin adalah suatu
akad yang mengandung makna
“ 423” mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak
mewajibakan adanya harga. Artinya dengan adanya akad
tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk
mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan .

d. Golongan Hanafiyyah mendefinisikan kawin adalah akad
yang menggunakan lafaz z\S z 3 untuk mendapatkan
kepuasan. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut
seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang
perempuan.25

Definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 2 memberikan pengertian perkawinan menurut
hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat
atau miitsaagan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan
melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut
dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)
dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan
menurut hukum Islam dan UU Perkawinan tidak terdapat
perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU
Perkawinan ialah: “ikatan lahir bhatin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa.?®

% Nabiela Naily, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta;
Prenamedia Group, 2019, him. 3-4.
26 Jamaluddin, Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press,
2016, him. 18.
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Pengertian perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh
Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

a.

Sebuah ikatan lahir merupakan hubungan formal yang
dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang
yaitu hubungan yang mengikat kedua belah pihak dan
pihak lain dalam masyarakat. Sementara itu, ikatan
bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk
dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang
mengikat hanya kedua belah pihak saja.

Antara seorang pria dengan wanita, itu menyiratkan
bahwa dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi
begitu saja antara seoarang pria dan wanita. Pria dan
wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan.
Sepasang suami istri adalah fungsi masing-masing dari
setiap pihak sebagai akibat adanya ikatan dan batin
berarti bahwa tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
Setiap perkawinan harus ada tujuannya, di mna tujuannya
tersimpul dalam fungsi suami isteri, sehingga tidak
mungkin ada fungsi suami isteri tanpa ada mengandung
suatu tujuan.

Membentuk keluarga berarti membentuk kesatuan
masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan
anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk
kesatuan hubungan suami isteri di dalam suatu wadah
yang disebut rumah kediaman bersama.

Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara
pasangan suami, isteri dan anak-anak dalam keluarga.
Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan
tidak bisa begitu saja diputuskan atau di bubarkan oleh
kehendak suami isteri.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
mengandung arti bahwa perkawinan tidak terjadi begitu

saja seperti menurut kemauan para pihak melainkan
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sebagai karunia dari Tuhan kepada manusia sebagai
makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga
perkawinan dilakukan secara kedadaban pula sesuai
dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia. %’

Pandangan Amir  Syarifuddin, definisi perkawinan
mengandung maksud sebagai berikut :

1. Penggunaan lafal akad untuk menjelaskan perkawinan
adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau
pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan
dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa
hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan
kelamin antara laki-laki dan perempuan.

2. Penggunaan ungkapan s slli~L a2z yang mengandung

maksud membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki
dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal
yang membolehkan secara hukum syarak. Diantara hal
yang membolehkan hubungan kelamin adalah akad
nikah dianta keduanya. Dengan demikian, agaad adalah
suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalanya
terlarang (tidak boleh).

3. Mengandung kata @jjj\}\ﬁsw Lzl yang  berarti

menggunakan lafal na- ka-ha atau za-wa-ja mengandung
maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan
kelamin antara laki-laki dan perempuan mesti dengan
menggunakan kata-kata na-ka-ha dan za-wa-ja.?®

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1990), hIm 74-75.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
Antara Figih dan undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2009),
him, 38.
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Dengan demikian bahwa, definisi ini tidak hanya mengizin-
kan terjadinya hubungan seksual, namun lebih jauh definisi ini
juga mengisyaratkan bahwa perkawinan mengandung aspek
hukum, dimana dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan
pada tugas dan tanggung jawab serta hak yang dimilikinya,
suatu kewajiban untuk menjalin hubungan yang harmon is yang
diliputi rasa kasih sayang dalam tujuan cita-cita bersama.

Oleh karena itu, Undang-Undang yang sudah mengatur
adanya perkawinan haruslah diterapkan didalam kehidupan
masyarakat setempat dengan alasan banyak yang belum
mengetahui dan hal tersebut akan menjadi kewajiban kita
bersama khususnya di Kecamatan Ingin Jaya Kabupatan Aceh
Besar yaitu di didesa Butong, Rabeu, dan Desa Siron.

2.2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah disyari’atkan oleh Agama sesuai dengan hikmah
manusia diciptakan oleh Allah SWT, khususnya memakmurkan
dunia dengan jalan terpeliharannya perkembangbiakan umat
manusia. Para ulama sependapat bahwa pernikahan itu di
syari’atkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam
hal hukum pernikahan.?®

Dalam hukum Perkawinan telah diatur dalam kehidupan
berumah tangga, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1997 Tanggal 2 Januari 1974 dengan disusul
oleh peraturan pelaksananya nyakni Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undang-Undang Per-
kawinan Tanggal 1 April 1975. Dengan adanya Undang-Undang
Perkawinan Nasional ini sekaligus menampung prinsip-prinsip
dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini
menjadi pedoman yang telah berlaku bagi golongan masyarakat
umum.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung
Citra Aditya Bakti, 1990, him.74-75.
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Dalam pernikahan, ALLAH SWT telah memberikan
batasan dan pedoman, lebih tepatnnya yaitu sebagaimana
disyari’atkan dalam Al-Qu’an dan As-Sunnah terkait
bagaimana hukum pernikahan. Hal ini telah dijelaskan dalam al-
quan dan hukum negara sehubungsn dengan pernikahan.*
Dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadits yang menunjukkan

pensyari’atan nikah dan hukumnya antara lain adalah :
a.) Dalil-dalil Al-Qur’an

A ﬁi}:’g $3ks G Gimbiall Vﬁ.ﬂ VL MERS

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di
antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)
dari hamba-hamba sahayamu vyang laki-laki dan
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan
Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.
(QS. An-Nur:32)%

Sebagaimana ayat yang diatas menjelaskan tentang tujuan
pernikahan dalam surat An Nur ayat 32, perintah Allah kepada
hamba-Nya untuk merayakan pernikahan sebagai ibadah yang
baik. Ayat 32 Surat An Nur untuk tujuan menikah mengingatkan
kita untuk tidak khawatir dalam menikah, karena Allah akan
memberikan segala kecukupan. Berbicara tentang pernikahan
adalah ibadah, dan dalam hadis dijelaskan tujuan pernikahan
menurut Nabi SAW yaitu untuk memenuhi separuh agama Kita.

% Setiadi dan Purwadisastra, Peran dan Kedudukan Pernikahan,
Suatu tinjauan yuridis Dogmatis,(Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan Persekutuan Gereja di Indonesia, 1986) him,144.

31 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya:
Fajar Mulya, 2004), him.354.
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Selanjantnya di sururah lain ALLAH SWT berfiman :

S 53 20 O b OB A e T atis By
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Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan vyatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat
zalim”. (OS. An-Nisa: 3)*

Demikian penjelasan dan isi surat An Nisa ayat 3 tentang
poligami, berikut penjelasannya. Sebagai panduan umat Islam,
kita akan mengetahui detail dan isinya, termasuk ayat ke-3 Surat
An Nisa. Dalam penjelasan dan isi isi surat An Nisa ayat 3
berbicara tentang perintah menikahkan 2, 3 dan 4 istri dengan
cara yang sama. Disarikan dari Al-Qur'an Kementerian Agama,
berikut uraian lengkap tentang makna dan isi surat An Nisa ayat
3 Artinya: Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (kalau kamu mengawininya),
kawinlah (jika kamu mengawininya), nikahilah orang-orang
(lainnya) yang kamu cintai: dua, tiga atau empat. Akan tetapi,
jika kamu takut tidak dapat melakukan hal yang benar,
(nikahilah) satu orang saja atau satu budak yang kamu punya.
Sepertinya tidak ada ketidakadilan yang dilakukan. Tafsir
Tahlili dan isinya (3) Dijelaskan Allah bahwa jika kamu tidak
mampu berbuat shaleh atau kamu tidak menahan diri untuk

32 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjrmahannya. hlm.87
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memakan harta anak yatim, maka jika kamu menikah
dengannya, hendaknya kamu tidak menikah dengannya karena
hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain.

V.iw farg @) 5 1 V{ww\ 25 vf\s sla OF i 2
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Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tzanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-
Rum: 21)%

Dalam surah ini Allah SWT memerintahakan laki-laki
untuk mempersatukan dan menikahi wanita sejenis, yaitu dua
orang. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menikah
karena merupakan ibadah yang membawa manfaat dan hikmah.
Hikmah dalam berumah tangga adalah menghindari dosa dan
tetap menjaga kesucian. Selain itu, surat Ar Rum ayat 21 meng-
isyaratkan bahwa pernikahan dapat mendatangkan sakinah
mawaddah dan warahmah. Sakinah artinya kedamaian,
ketentraman dan ketenangan, mawaddah artinya cinta, dan
rahmah artinya cinta atau kasih sayang. Ketiga hal inilah yang
menjadi tujuan pernikahan menurut ayat 21 Surat Ar Rum.
Ketiga aspek pernikahan ini dapat membawa keberkahan dalam
pernikahan hingga akhir hayat.

33 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya .him. 406
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b.) Dalil-dalil Hadits
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Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin
Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah
menceritakan kepada kami Al 4°'masy ia berkata, telah
menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin
Yazid ia berkata, Aku, Algamah dan Al Aswad pernah
menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda
dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami
tidak memiliki kekayaan apa pun, maka
Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian
pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk
menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu
dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa
menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum
mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat
meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari).*®

3 Abi Abdullah bin Ismail bin lbrahim bin al-Mughirah bin
Bardazafah al- Bukhari al- Ja’fi, Shahih Bukhari Juz VI, (Beirut-Lebanon:
Darul Fikr, 1981), him 117.

%5 Abi Abdullah bin Ismail bin lbrahim bin al-Mughirah bin
Bardazafah al- Bukhari al- Ja’fi, Shahih Bukhari Juz VI, (Beirut-Lebanon:
Darul Fikr, 1981), him 117.
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Amru bin Hafsh bin menceritakan kepada kami Ghiyats, ayahku
bercerita, Al A'masy memberi tahu kami berkata, Umarah
menceritakan kepadaku atas wewenang Abdurrahman bin Yazid
berkata: Saya, Algamah dan Al Aswad bertemu Abdullah satu
kali, lalu dia juga bersabda: Ketika kami masih muda, kami
bersama Nabi, saw. Saat itu, kami tidak ada kekayaan, maka
Rasulullah, damai dan berkah besertanya. dikatakan kami :
“Kalian para pemuda, siapa diantara kalian yang dapat berbuat
menikahlah, dan biarlah dia menikah, karena pernikahan dapat
bersifat subordinat mata, dan kemampuan mempertahankan alat
kelamin (orgasme) yang lebih baik. Tapi siapa? Jika ia tidak
sanggup, maka hendaknya ia berpuasa, karena hal ini dapat
menenangkan syahwatnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan itu,
yaitu wajib, sunnah, makhruh, mubah dan haram. Adapun di
antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempuyai
kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan
akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin.
Sebagaimna yang disebutkan dalam QS. An-Nur: 33, yaitu:
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Artinya:

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah
menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan
mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu
miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada
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kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka
sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka)
sesudah mereka dipaksa itu”.

Ayat ini menjelaskan pentingnya ketundukan kepada Allah
dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan etika hubungan
sosial sesuai ajaran Islam. Menandakan bahwa menghindari zina
adalah tugas dan tanggung jawab setiap individu dan berkaitan
dengan kesanggupan menikah atau berpuasa. Solusi bagi yang
belum menikah: Ayat ini memberikan solusi bagi mereka yang
tidak mampu untuk menikah: menjaga diri dari perzinahan
dengan berpuasa.

Inilah alternatif yang ditawarkan Islam untuk menjaga
kesucian dan moralitas.Peringatan pengendalian diri bagi yang
belum mampu menikah, menunjukkan pentingnya kesabaran
dan pengendalian diri dalam menghadapi hawa nafsu. Ayat ini
mencerminkan pemahaman Islam tentang keseimbangan antara
pemenuhan hak individu dan tanggung jawab moral, serta
menggambarkan politik Islam dalam mengatasi permasalahan
sosial.

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempuyai
kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan,
akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak
dikhwatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan).
Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada
segala bentuk peribadahan.
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3. Makhruh

Pernikahan dikategorikan makhruk bila bagi orang yang
mempuyai kemampuan untuk melakukan Perkawinan ia juga
cukup mempuyai kemampuan untuk menahan diri sehingga
tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya
tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempuyai keinginan
yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan
baik.

4. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang
mempuyai kemampuan untuk melakukanya, tetapi apabila tidak
melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila
melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan
orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan
bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina
keluarga.

5. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan
bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir
maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah:
membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam
berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan
nafkah batin di antaranya antara kemampuan untuk melakukan
hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya
haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk
menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.*®

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah
perkawinan terpenuhi semua aturan-aturan hukum, dan tidak ada
batasan yang berlaku untuk kedua belah pihak. Baik larangan itu
yang bersifat selamanya (muabadah) atau bersifat sementara.

% Rusdaya Basri, Figh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan
Pemerintah, ( Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019), him. 12-16.
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Dari uraian yang telah disebutkan diatas, menguraikan bahwa
dasar perkawinan menurut Islam, dapat menjadi wajib, sunnah,
makruh, mubah dan haram, tergantung pada keadaan maslahat
atau mafsadatnya

2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum,
terutama mengenai syarat dan sahnya dari perbuatan tersebut
dari segi hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang
sangat penting karena kedua syarat tersebut merupakan syarat
yang tidak boleh ditinggalkan.

Dalam Bab | Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan
ditegaskan bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu”. Dari rumusan diatas, jelas bahwa faktor agama merupakan
dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing
agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sahnya atau
tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap pasal 2
ayat (1) ini dinyatakan bahwa :“tidak ada perkawinan diluar
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi
jelas disebutkan bahwa setiap orang dari bangsa Indonesia,
termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan,
harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi
orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan
melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan
rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan
perkawinan menurut hukum masing-masing agmanya dan
kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam U ndang-Undang
Perkawinan ditentukan bahwa untuk sah suatu perkawinan,
disamping mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak
yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-
syarat yang disebutkan dan Undang-undang Perkawinan beserta
penjelasannya.
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Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan
apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang
dimaksud dengan rukun dan syarat perkawinan adalah hakekat
dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun,
perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang
dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam
perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu
sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak
mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan
syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi
tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah
satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.
Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :

a. Pihak-pihak yang akan maleksanakan perkawinan ialah

calon mempelai pria dan wanita.

b. Wali dari calon mempelai wanita. Agad nikah akan
dianggab sah jika adanya seseorang wali atau wakilnya
yang akan yang akan menikahinya, berdasarkan sabda
Nabi Muhammad SAW : “Perempuan mana saja yang
menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan batal”.
Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda :”
Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan
lainnya, dan jangan perempuan menikahkan dirinya
sendiri”.

c. Dua orang saksi
Pelaksaan agad nikah akan sah jika ada dua orang saksi
yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Agad Nikah (Ijab dan Qabul).

ljab adalah suatu pernyataan berupa penyerahan diri dari
seorang wali perempuan atau wakilnya kepada laki-laki dengan
kata-kata atau syarat dan rukun menurut ketentuan tertentu yang
telah ditentukan oleh syara’.
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Qabul adalah suatu pernyataan pengakuan oleh pihak laki-
laki (calon suami) terhadap atas pernyataan wali perempuan atau
wakilnya sebagaimana yang disebut sebelumnya.’”’

Syarat Perkawinan adalah sesuatu yang harus ada yang
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun
sesuatu itu yang dikecualikan dalam rangkaian pekerjaan itu,
seperti menutupi aurat dalam shalat, atau menurut Islam calon
pengantin  laki-laki maupun perempuan itu harus beragama
Islam.*®

Beberapa ulama terkemuka mengatakan bahwa diantara
syarat sah pernikahan adalah bahwa calon mempelai perempuan
tidak haram dinikahi oleh calon mempelai laki-laki, baik karena
sebab keharaman yang temporer maupun yang permanen. Kalau
syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah dan
harus dipisahkan serta gugurlah segala hak dan kewajiban yang
lahir akibat adanya akad tersebut.*’

Pada dasarnya syarat sah perkawinan ada dua yaitu :

a. Calon mempelai perempuan halal di nikahi oleh laki-
laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuan itu
bukan merupakan orang yang haram dinikahi.

b. Agad Nikah dan para saksi.

Secara lengkap, masing-masing rukun diatas akan
memperjelas syarat-syaratnya sebagai berikut :
1. Syarat mempelai laki-laki, antara lain sebagai berikut :
a. Calon suami beragama Islam,
b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki,
c. Orangnya diketahui dan tertentu,

37 Suparta dan Djedjen Zainuddin, Figh, ( Semarang: PT. Karya
Toha Putra, 2005), him. 81.
38 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munagahat , him.39.
% Syaikh ‘Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmah dibalik Hukum Islam
Bidang Muamah,Terjemahan: Erta Mahyuddin Firdaus, Mahfud Lukman
Hakim, him. 85, Cet,V, Darul Fikr- Baerut: 1994,
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d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin
dengan calon isteri,

e. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon
isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya,

f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan
perkawinan itu,

g. Tidak sedang melakukan thram,

h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan
calon isteri.

2. Sementara Syarat untuk calon isteri meliputi sebagai
berikut:

=

Beragama Islam,

Perempuan,

Jelas orangnya,

Dapat diminta persetujuannya,
Tidak terdapat halangan perkawinan,
Syarat wali nikah,

Laki-laki,

Dewasa,

Mempunyai hak perwalian,

Tidak terdapat halangan perkawinan,

= ot aiciclo,

Terlepas dari sebagian persyartan diatas, calon mempelai
dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah
satu syarat, khususnya persetujuan calon mempelai suami isteri.
Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang
akanmenjadi pasangannya (suami isteri), baik dari pihak
perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan
perkawinan, sehingga mereka nantinya akan menjadi senang
dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami
dan isteri.

1. Syarat untuk menjadi saksi nikah :

a. Minimal Dua orang laki-laki,

b. Hadir dalam ijab gabul,

c. Dapat mengerti maksud akad,
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d. Islam,
e. Dewasa,*®

Untuk persyaratan bagi seseorang yang ingin menjadi saksi,
penting dijelaskan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah
merupakan salah satu syarta sahnya akad nikah. Selanjutnya,
setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal
24 KHI). Oleh karena itu, oleh pelaksaan akad nikah wajib
dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam
pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya adalah perkawinan
dimaksud tersebut tidak sah.

2. Syarat wali nikah
a. Laki-laki,
b. Dewasa,
c. Mempunyai hak perwalian,
d. Tidak terdapat halangan perwalian,

Perlu diperhatikan bahwa wali nikah adalah orang yang
menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali
nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi
oleh calon mempela wanita yang bertindak menikahkannya
(Pasal 19 KHI).

3. Mahar

Dalam KHI, mahar ini diatur dalam Pasal 30 sampai
pasal 38. Pada Pasal 30 menyatakan:
“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada
calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk, dan
jenisnya disepakati oleh kedua belah pithak”

Pasal yang juga sangat penting untuk
diperhatikan yaitu pasal 31 yang berbunyi ;
“Penentuan mahar berdasarkan atas azas kesederhanaan
dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

40 Nuruddin Amir, dkk, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006), him.62-63.
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2.3. Tujuan dan Hikamah Perkawinan.
2.3.1.Tujuan Perkawinan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah
ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.** Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat
sekali dengan agama sehinga perkawinan bukan saja
mempunyai unshur lahir atau jasmani, tetapi unshur bathin atau
rohani juga mempunyai peranan yang penting. Adapun Tujuan
perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk terciptanya
keluarga yang sejahtera dan bukan untuk waktu yang singkat,
dan telah disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.
Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk
memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga
yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah
SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu dapat
pemenuhannya. Pemenuhan naluri manusia diantaranya berupa
keperluan biologis yang termasuk kedalam aktifitas hidup untuk
menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT telah mengatur hidup
manusia dengan sebuah aturan yaitu Perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan
agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga melangsungkan
perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi
petunjuk agma. Sehingga bila diringkas terbagi menjadi dua
tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah untuk memenuhi
nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.*2

Menurut pandangan Islam, diantara tujuan pernikahan
adalah sebagai berikut :

4 Undang-undang RI. Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam,(Bandung: Citra Umbara), cet. 1V,
him.2.

42 Abdul Rahman Ghazi, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenadiamedia
Group, 2003), hIm.22
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1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana
tersebut dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

Artinya:  “ Telah membawa berita humaid bin Abu
Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas
bin Malik RA berkata, bahwa siapa yang tidak mau
mengikuti sunnah ku, maka ia tidak termasuk dalam
golonganku” (H.R. Bukhari).

Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan

kasih sayang diantara suami isteri menuju keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah. Beni ahmad Saebani menjelaskan
secara tepat ¢ Tujuan wutama pernikahan adalah
menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan
perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan
moralitas manusia yang mendalam”.*

Untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang asasi.
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka cara yang sah
untuk memenuhi kebutuhan adalah melalui akad nikah
(melakukan pernikahan). Tidak dengan cara yang tidak
halal seperti berpacaran, kumpul kebo, pelacuran, berzina,
lesbi, homoseksual, dan sebagainya.

Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga
kepercayaan diri. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan
dalam islam adalah diantranya untuk membentengi martabat
manusia dari perbuatan kotor dan Kkeji yang telah
merendahkan martabat manusia yang terhormat.
Melangsungkan keturunan dengan melakukan perkawinan
juga mengandung arti bahwa seorang muslim telah
mengikuti dan menghormati sunnah RasulNya, dengan
melakukan perkawinan juga memperjelas asal usulnya.

43 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1, him 23.
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6. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya
dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWt serta jauh
dari larangannya.*

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20109,
Perkawinan jelas bahwa tujuan dibalik perkawinan adalah
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Suami isteri harus saling membantu dan saling

melengkapi,

b. Masing-masing dapat mengembangkan kepri-badian nya

itu, suami isteri harus saling membantu,

c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga

bangsa Indonesia adalah keluarga yang bahagia dan
sejahtera spritual dan material.

Hasbi Al Shiddieqy,* mengemukakan beberapa faedah-
faedah pernikahan sebagai berikut :

1.

&

Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan
seseorang dan memelihara jenis manusia.

Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri
dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak
masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis
disalurkan lewat cara-cara yang yang tidak dibenarkan
agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri
masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur
rumah tangga atas dasar rahmah danmawaddah antara
dua orang yang telah di jadikan satu.

Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha
untuk mencari rizki yang halal.

4 Chairul Djihad, dkk, Buku Panduan Keluarga Muslim,

(Semarang.BP4, 20110, him. 3

4 Hasbi Al-Shiddieqy, Al-Islam 2, Edisi ke 2 (Cet. 1; Semarang:

Pustaka rezki Putra, 1987), him, 238-239.

38



Perkawinan juga berarti bertujuan untuk menata keluarga
sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan
ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana
pendidikan yang sangat menentukan. Karena keluarga
merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan informal,
ibu dan bapak merupakan orang pertama yang dikenal oleh putra
putrinya dengan segala kasih sayangnya yang mereka dapatkan
dan rasakan, sehingga dapat menumbuhkan pribadi atau
kepribadian yang mulia.

2.3.2. Hikmah Perkawinan.

Allah SWT mensyari’atkan pernikahan dan dijadikan dasar
yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai
yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi
kehidupan manusia, untuk mencapai kehidupan yang bahagia
dan menjauhi dari ketimpangan dan menyimpang. Allah SWT
telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar
dilaksanakan oelh manusia dengan baik. Demikian juga Allah
SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, menciptakan
laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina
begitu pula tumbu-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya
ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua
sijoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai
dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak
mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab
gabul pernikahan.*®

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-
orang yang menikah dan dapat di buktikan secara ilmiah:*’

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan.
Sebab nikah merupakn jalan tengah antara gaya hidup

46 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat, (Jakarta: Amzah,
2009), Cet. Ke-1, him.39.

47 Ending Mintarja, Menikahlah Denganku atas Nama Cinta llahi,
(Jakarta: Qultum Media, 2005), him, 82-84.
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yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex)
dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggab seks
sebagai sesuatu yang kotor.
2. Motifator Kerja Keras
Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai
dan malas-malasanan serta berlaku boros karena merasa
tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan
melakukan menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras
karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon
suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan
membahagiakan semua anggota keluarga (isteri dan
anak-anaknya).
3. Bebas Fitnah
Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari
segi aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya
seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini
berarti fitnah sebagai ujian yang mempunyai makna
tuduhan jelek yang datang dari orang lain.
Menurut pendapat Imam al-Ghazali Tujuan dan faedah
pernikahan ada lima hal, yaitu :*®
1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan
melangsungkan keturunan serta
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
3. Memerlihara manusia dari kejahatan dan
kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang
menjadi ba basis pertama dari masyarakat yang
besar diatas dasar kecintan dan kasih sayang.

4 Moh.ldris Rmulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke 5, him. 27.
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5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari
rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar
rasa tanggung jawab.

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah perkawinan adalah:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling
kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.
Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka
banyaklah manusia yang engalami goncangan dan kacau
serta menerobos jalan yang jahat.
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Artinya :

“Dan diantara tanda kekuasaannya ia ciptakan bagi kamu
pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang
bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya
yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaa-Nya)
bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum : 21).

2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup
manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat
diperhatikan sekali.

3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling
melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan
akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta sayang
yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan
kemanusia seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung
anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-
sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan
seseorang.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan

mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja
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diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara
suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

6. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali
kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa ciinta
antar kekeluargaan dan meemperkuat hubungan
kemasyarakatan yang memang oleh Islam yang direstui,
ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling
menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan
masyarakat yang lagi bahagia.

Adapula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah :*°
1. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi agad nikah, wanita merasa jiwanya
tentram, karena merasa ada yang melindungi dan
bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami
merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus
rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan
duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan
hidup.
2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan.
Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak
mendambakan anak untuk meneruskan keturunan.
Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya
tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa
sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras
adalah untuk kepentingan keluarga adan anak cucunya.
3. Memenuhi kebutuhan biologis Hampir semua manusia
yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan
hubungan seks. Keinginnan tersebut adalah alami, tidak
usah dibendung dan di larang. Tetapi pemenuhan
kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui
pernikahan.

4 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,
(Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), Cet, Ke-2, him.13-21
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4. Latihan memikul tanggung jawab
Apabila Pernikahan dilakukan untuk mengatur fitra
manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat
penting. Hal ini berarti bahwa pernikahan berarti
pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung
jawab itu dan pelksanaan segala kewajiban yang timbul
dari tanggung jawab tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan dan hikmah perkawinan
diatas, maka semuanya sangatlah penting. Hikmah dan tujuan
pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-
matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat
berjalan sebagaimana diharapkan.

2.4. Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Perkawinan

Batas usia dalam perkawinan tertuang dalam pasal 7
Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada ayat (1) menyatakan
bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita
sudah mencapai 19 (sembilan belas ) Tahun”,*°ketentuan batas
perkawinan ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum
Islam pada Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dakam Undang-
Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah
matang jiwa raganya, agar tujuan dari perkawinan dapat
diwujudkan dengan tepat tanpa berakhir pada perceraian dan
memiliki keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus
dicegah adanya perkawinan antara calon pasangan suami isteri
yang masih dibawah umur.

Syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi :

% Kesra, “UU 16 Thun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan”, https: // ngada. Org/uu 16-2019, (diakses 22 Mei
2021).
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1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon
mempelai,

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus
mendapat izin kedua orang tua,

3. Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2)
Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknnya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknnya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memerlihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya,

5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebuta dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberi izi setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang tersebut adalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5)
pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentukan lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa
perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan
Agama, dalam pasal 1 disebutkan sebagai Negara yang
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berdasarkab Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah ke
Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai
hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan
bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani
mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang
bahagia, salah satu aspek jasmani yang diperhatikan adalah
tentang umur bagi calon mempelai.

Disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada
Bab Il pasal 7 Ayat 1 tentang pembatasan umur dalam
perkawinan yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, perubahan
tersebut adalah mengubah ketentuan pada pasal 7 yaitu sebagai
berikut :

a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan
perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan
batas usia minimal umur perkawinan bagi wanita, yaitu Undang-
Undang Pasal 7 ayat (1) No 16 Tahun 2019. Dalam hal ini batas
minimsl umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan
batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan
belas) tahun. Batas umur dimaksud dinilai telah matang jiwa
raganya untuk dapat melangsungkan agar dapat terwujudnya
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian
dan mendapat keturunan yang sehat berkualitas.

Mengenai pentingnya dilakukan perubahan ketentuan Pasal
7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tertuang dalam bagian menimbang sebagaimana
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dinyatakan dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c
yakni sebagai berikut :>

a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Bahwa perkawinan pada umur anak menimbulkan
dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasara anak seperti
hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak
sosial anak.

c. Bahwa sebagai pelaksana atas putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017
perlu dilaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Penetapan umur 19 tahun sebagaimana termuat dalam
penjelasan umu memperhatika pada beberapa pertimbangan
yakni :

1. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk
melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan
dapat tercapai.

2. Untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

3. Menekan pertambahan penduduk karena laju kelahiran.

4. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak

51 T Wayan Agus Vijayantera, ”Perubahan Batas Umur Minimal
melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkannya UU RI Tahun 2019 Nomor
16.,” Undiksha 8, him.12 2020
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5. Agar hak-hak sebai anak dapat terpenuhi secara optimal
dan tidak terhalang oleh perkawinan.

6. Memberikan akses untuk menempuh pendidikan
setinggi mungkin terlebih dahulu sebelum kawin.>?

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan
bahwasanya pembatasan umur dalam perkawinan merupakan
hal yang urgen serta harus diperhatikan bagi masing-masing
calon mempelai, karena hal ini akan selaras dengan tujuan
perkawinan dalam Islam yaitu membangun keluarga sakinah
mawaddah warahmah, serta tujuan perkawinan menurut
Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Yng mana untuk mencapai tujuan tersebut faktor
umur salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam menjalani
kehidupan berumah tangga. di dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Indonesia tidak menentukan batasan usia minimal untuk
menikah.

Pada prinsipnya KHI mengatur aspek hukum Islam dalam
kehidupan sehari-hari dan tidak memuat informasi khusus
mengenai batasan usia menikah. Pemerintah Indonesia
mengumumkan kebijakan pembatasan usia perkawinan dengan
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974.

Usulan amandemen tersebut mencakup ketentuan yang
menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-
laki dan 16 tahun bagi perempuan.Namun bagi yang belum
mencapai batas usia tersebut, perkawinan dapat dilangsungkan
di bawah batas usia tersebut dengan persetujuan khusus dari
pengadilan.

2.5. Batas Usia Pernikahan Perspektif Figh Munakahat.

Dijelaskan dalam Al-Quran beberapa ayat tentang konsep
perkawinan keluarga, baik itu berupa anjuran, ketentuan-

52 Vijayantera. him.1
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ketentaun serta tujuan dalam perkawinan. Sebagaiman Firman
allah SWT: QS An-Nur.24:32.

TE R b KU i 5 dabaly 1S el 1550

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di
antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah)
dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S
An-Nur 32)”

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah bagi
orang yang layak dan mampu, sebagian ulama mewajibakan
nikah bagi mereka yang mampu.>® Adapun yang dimaksud
dengan kalimat washolihin didalam kita tafsir Safwan at-
Tafa’asir merupakan bentuk perintah untuk melaksanakan
pernikahan bagi orang orang-orang yang taqwa dan layak untuk
menikah baik dari segi agama, ekonomi, psikologi dan lain-
lain.>*

Menurut Prof Quraish Shihab kata “washolihin”, adalah
seseorang yang mampu secara mental dan spritual untuk
membina rumah tangga, bukan hanya berarti yang taat
beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan
bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun
spritual, baik bagi calon mempelai laki-laki ataupun
perempuan.>®

53 Abi Fida Ismail Al-Dimisygi, Tafsir Ibn Katsir,(Beirut: Dar Al-
Fikr,) him.1308 .2011
*Muhammad Ali Ash-Shobuni, Sofwatun Tafasir, (Cairo: Dar Ash-
Shobuni). him.320
% Musthofa, Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam,
(Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), him 22.
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Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang kedewasaan yang
dijadikan segaia tolal ukur untuk mendefinisikan mampu
malakukan suatu perbuatan. Sebagiman Fiman Allah SWT. Q.S
An-Nur.24:

//;
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Artinya :

“Dan apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur
dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya
orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga)
meminta izin.524) Demikianlah Allah menjelaskan ayat-
ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.(Q.S An-Nur: 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa batasan dewasa seorang
anak laki-laki adalah ketika mengalami mimpi basah “al hilm”,
ketika mereka sudah mengalami masa tersebut maka sudah
dikatagorikan  sebagai orang dewasa dan berhak untuk
melakukan suatu perbuatan.®® Demikian juga  melakukan
perkawinan. Maka hal tersebut diperkenankan baginya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi ukuran dewasa
bagi anak kecil adalah ketika anak sudah mencapai baligh,
dalam figih dijelaskan seorang anak dapat dikatagorikan sudah
baligh bagi pria ketika ia telah bermimpi basah (ihtilam) yang
menyebabkan keluar mani, sedangkan bagi wanita maka
ditandai dengan menstruasi (haid). Selain itu baligh juga bisa
ditandai dengan umur yang mana para ulama berbeda pendapat
dalam menetapkan batas umur baligh tersebut.

Anjuran untuk menikah bagi yang mampu juga dijelaskan dalam
Hadits Rasulullah SAW, yaitu :

%6 Al-Dimsyqi, Tafsir Ibn Katsir. him.1408.
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Artinya:

‘Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang
mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia
kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan
pandangan mata dan memelihara kemaluan”. (H.R Imam
Buhari dan Imam Musim) >’

Berdasarkan Hadits tersebut maka dianjurkan untuk
melaksanakan perkawinan diperuntukkan bagi orang-oramg
yang sudah mampu untuk menikah dari berbagai aspek, seperti
fisik, mental, ekonomi, agama dan sebagainya. Dalam ini Islam
memberikan kepada manusia sebagai makhluk yang dianugerahi
akal serta ilmu pengetahuan untuk menguraikan apa yang
dimaksud dengan kata mampu tersebut tergantung kondisi,
tempat, dan sebaginya, yang mana masing-masing Negara,
masyarakat berbeda-beda dalam mendefinikan kemampuan.

Berdasarkan penelitian, secara umum Yyang dijadikan
batasan mampu menikah dapat dilihat dari kesiapan seseorang
dalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :°8

1. Aspek Biologis. Perkawinan harus mempersiapkan diri dari
segi fisik, sebab perkawinan bertujuan salah satunya adalah
kelak akan melahirkan keturunan, oleh karena itu harus
mempersiapkan fisik agar bisa melahirkan keturunan yang
sehat baik bagi ibu maupun anaknya.

2. Aspek Psikologis. Perkawinan memiliki pengaruh yang
besar terhadap kondisi psikologis seseorang, sebab dengan
perkawinan status seseorang yang awalnya sendiri berbah

5 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shohih Bukhari, (Mesir: Dar
Thaug An Najah, 1422) him.1081.

8Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,”Pendais 1,
No.1.(2019). him. 5.
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menjadi pasangan suami isteri, yang mana akan berdampak
kepada hak dan kewajiban serta peran baru dalam
kehidupan, oleh karena itu maka sangat perlu dipersiapkan
dalam aspek mental dan psikologis terlebih dahulu.

. Aspek Ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata
berbicara masalah cinta, akan tetapi secara logika sebuah
kehidupan akan memerlukan ekonomi, namun perlu
diingatkan bukan berarti yang dimaksud ekonomi disini
seseorang harus kaya akan tetapi sifat tanggung jawab dan
kemandirian dalam hal ekonomi itu akan menjadi titik
penting dalam kehidupan berumah tangga.

. Aspek Sosial. Perkawinan akan menjadikan ruang lingkup
seseorang akan berubah, dengan demikian seseorang juga
harus mempersiapkan bagaimana cara bersosial kelak
dengan keluarga baru dari masing-masing pasangan.

. Aspek Agama. Perkawinan memiliki dasar kemampuan
yang paling penting yaitu kesiapan dari segi Agama, sebab
jika perkawinan dibekali dan didasari agama maka setiap
apapun yang terjadi maka akan dikembalikan kepada
kepada agama, misalnya bagaimana hak dan kewajiban
seorang isteri terhadap suami, yang mana hal tersebut sudah
diterangkan dalam tuntunan agama, ketika ia merujuk
kepada agama insyaallah keluarga tersebut akan menjadi
keluarga yang tenang dan damai sesuai dengan tujuan
syari’at Islam.

Berdasarkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, maka dapat

dipahami bahwasanya dalam Islam menganjurkan untuk
menikah bagi orang-orang yang telah mampu dan layak
menikah, selain itu juga anjuran untuk menikah disandingkan
dengan baligh menurut Islam. Hukum Islam tidak mengatur atau
memberikan batasan secara jelas mengenai batasan umur ketika
melaksanakan perkawinan, namun secara implisit syariat islam
menghendaki pihak yang ingin melakukan perkawinan adalah
orang-orang yang benar-benar sudah siap dari berbagai aspek se
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seperti ekonomi,mental, fisik dan psikis, serta paling penting
adalah bagi kedua mempelai memahami aspek agama
bahwasanya perkawinan adalah bagian dari ibadah dengan
segala ketentuan-ketentuannya®®

%Hjlman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Pandangan Hukum Adat Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 2003).
him. 54.
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BAB I11
PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH
BESAR

3.1. Letak Georafis Lokasi.

Kecamatan Ingin jaya berbatasan langsung dengan
Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kuta Baro sebelah utara,
Kecamatan suka Makmur, Simpang Tiga, dan Montasik
disebelah selatan, Kecamatan Darul Imarah disebelah barat, Dan
Blang Bintang disebelah timu. Kecamatan Ingin jaya merupakan
salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang
mempunyai luas sekitar 24,34 km2. Kecamatan Ingin Jaya juga
memiliki 50 desa. Letak Geografis Kecamatan Ingin Jaya
berada diarea bukan pesisir.

Berdasarkan 50 desa yang berada dikecamatan Ingin Jaya,
desa kayee lee merupakan desa yang memiliki luas terbesar
dengan luas 1, 88 km2 sedangkan desa Lambada dan Lam
sinyeu merupakan desa yang memiliki luas terkecil dengan luas
wilayah sebesar 0,13 km2.

Ditinjau dari jarak antara desa dengan ibu kota Kecamatan
Ingin Jaya, desa Paleu Puloh memiliki jarak terjauh yaitu 4,5
km. Sedangkan jarak terdekatnya adalah desa lambaro dengan
jarak 0,3 km. Berdasarkan Unsur iklim di stasiun sultan Iskandar
Muda, rata-rata curah hujan perbulan sebesar 281 mm dengan
jumlah hari hujan sebanyak 19 hari.

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu Kecamatan di
Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan mempunyai beberapa wilayah
desa dan beberapa mukim, Letak astronomis . Batas-Batas
Kecamatan ; sebelah Utara. Sebelah selatan. Sebelah barat.
Sebelah Timur. Data Geografis ; Ingin Jaya : Lambaro Aceh
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Besar. Luas

wilayah 73,68

km&su2,
Desa/kelurahan : 50 (lima puluh) desa yaitu :%°

menpunyai

Tabel 1. Daftar mukim dan nama desa di Kecamatan ingin jaya

No

Mukim

Desa /Gampong

1

Mukim lubuk

Lubuk sukon

Lubuk gapuy

Dham Pulo

Fasie Lubuk

Mukim Gani

Ajee Cut

Ajee Rayeuk

Ateuk Anggok

Ateuk Lueng le

Bueng Ceukok

Cot Alue

Cot Bada

Cot Suruy

Gani

Teubang Phui

Mukim Lamgarot

Bakoy

Meunasah Bar¢

Meunasah D

Meunasah |

Meunas

Mukim Lamjampok

Cot Gud

Cot Mentiwan

Lam Cot

60 peta. Web. Id. Profil Baru. Com. Ingin Jaya, Aceh Besar, Wikipedia
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Lam Ue

Lambada

Lamdaya

Lampreh LJ

Lamsinyeu

Paleuh Blang

Paleh Pulo

Mukim Lamteungoh

Bada

Kayee Lee

Lampreh LT

Lamteungoh

Ujung XI1I

Lambaro

Mukim Pagar Air

Bineh Blang

Jurong Peujeurat

Lubok Batee

Meunasah Manyang
PA

Ajee PA

Kalut

Meunasah Krueng

Meunasah Manyet

Pantee

Reuloh

Tanjong
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Kecamatan Ingin jaya luas daerahnya, 73,68 km, Aceh
Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi aceh, Indonesia.
Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia.




Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, Ibukota Aceh
Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh.%!

3.1.1. Konsep Pernikahan

Konsep perkawinan menyangkut pemahaman akan nilai,
tujuan, dan makna yang terkandung dalam lembaga perkawinan.
Konsep pernikahan berbeda-beda menurut budaya, agama, dan
masyarakat.
Berikut beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam konsep
pernikahan:

a. Nilai — Nilai Budaya dan Agama

Pernikahan seringkali erat kaitannya dengan nilai-nilai
budaya dan agama. Setiap budaya dan agama memiliki
pandangannya sendiri tentang pernikahan, termasuk proses,
tujuan, dan tanggung jawabnya.

b. Tujuan Pernikahan

Konsep pernikahan berarti memahami tujuan pernikahan.
Tujuan umum mungkin termasuk memulai sebuah keluarga,
dukungan emosional dan finansial, serta pertumbuhan pribadi
dan spiritual.

c. Peran Pasangan

Pernikahan melibatkan peran dan tanggung jawab yang
berbeda untuk setiap pasangan.Menganalisis konsep peran laki-
laki dan perempuan memungkinkan kita untuk fokus pada
bagaimana laki-laki dan perempuan berkontribusi terhadap
kehidupan keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan peran di luar
rumah.

d. Aspek Emosional

Pernikahan tidak hanya memiliki aspek praktis tetapi juga
aspek spiritual.Konsep cinta, kepercayaan, komunikasi dan
dukungan emosional merupakan elemen penting yang dapat
dianalisis dalam konteks pernikahan

®1http://ppid.aceh besarkab. Go. Id/inpub/download/TcCRpgQe.
2013
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e. Aspek Hukum dan Sosial

Pernikahan seringkali tunduk pada norma-norma hukum
dan sosial. Pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan
serta akibat hukum perkawinan merupakan bagian dari konsep
perkawinan.

f.  Perkembangan Pribadi

Bagaimana pernikahan mempengaruhi perkembangan
pribadi masing-masing pasangan mungkin juga menjadi aspek
penting untuk dianalisis. Apakah pernikahan dianggap sebagai
faktor positif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi?

g. Tantangan dan Krisis

Konsep pernikahan juga mencakup pemahaman tantangan
dan krisis yang mungkin dihadapi pasangan. Bagaimana
pasangan menghadapi konflik, mengatasi masalah, dan tumbuh
bersama seiring berjalannya waktu merupakan bagian penting
dari analisis ini

Penting untuk dicatat bahwa konsep pernikahan mungkin
berbeda antara individu dan kelompok sosial. Pemahaman
mendalam tentang pandangan masing-masing pasangan tentang
pernikahan dan nilai-nilainya dapat membantu memahami
dinamika dan kesuksesan hubungan pasangan.
3.1.2 Regulasi pernikahan di bawah umur

1. Usia minimum Menikah

Banyak negara yang menetapkan usia minimum untuk
menikah. Usia ini bervariasi, namun biasanya antara 16 dan 18
tahun.Beberapa negara mungkin juga memiliki pengecualian
atau izin khusus yang memperbolehkan pernikahan sebelum usia
tersebut dengan izin orang tua atau pengadilan.

2. lzin Orang Tuan atau Wali

Di beberapa wilayah hukum, orang yang belum mencapai
usia dewasa harus mendapat izin dari orang tua atau wali sahnya
untuk menikah.Hal ini untuk memastikan keputusan menikah
dilakukan secara hati-hati dan mendapat dukungan keluarga.
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3. Pengecualian Khusus

Beberapa negara mungkin memberikan pengecualian atau
izin khusus untuk menikahi anak di bawah umur dalam keadaan
tertentu, seperti kehamilan remaja atau keadaan darurat. Namun,
pengaturan ini biasanya dibuat dengan hati-hati dan demi
kepentingan terbaik bagi anak.

4. Penghapusan pernikahan anak bawah umur

Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk
sepenuhnya menghapuskan pernikahan anak dan menaikkan
usia minimum untuk menikah. Langkah ini diambil untuk
melindungi hak-hak anak dan mendorong pendidikan dan
pengembangan pribadi yang lebih baik.

5. Hukuman pelanggaran

Negara-negara biasanya menjatuhkan hukuman dan sanksi
kepada mereka yang melanggar peraturan mengenai pernikahan
anak di bawah umur. Hal ini dapat mencakup pembatalan
pernikahan, denda, atau tindakan hukum lainnya, bergantung
pada hukum setempat.

Penting untuk diingat bahwa peraturan mengenai
pernikahan anak dapat sangat bervariasi di seluruh dunia, dan
undang-undang dapat berubah dan direformasi seiring
berjalannya waktu. Upaya untuk melibatkan masyarakat dan
mengadvokasi hak-hak anak dapat menjadi elemen kunci dalam
perubahan kebijakan mengenai perkawinan anak.

3.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Kecamatan Ingin Jaya terdiri dari 154 dusun yang tersebar
di 50 desa administratif. Satu desa di Kecamatan Inginjaya
terdiri dari dua sampai lima dusun yang dipimpin oleh kepala
dusun (kadus). Jumlah ini masih belum mengalami perubahan
diabndingkan tahun sebelumnya atau tidak terdapat dusun yang
bergabung maupun yang bergabung maupun mengalami
pemekaran.
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Jumlah dusun terbanyak pada desa adalah 3 dusun. Terdapat
sebanyak 29 desa yang memiliki jumlah dusun tiga. Sebanyak
11 desa yang memiliki jumlah dusun dua. Hanya Desa Pasie
Lamgarot yang memiliki lima dusun.

Sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan daerah
Kecamatan Ingin Jaya (pegawai dikantor kecamatan) yang
berstatus sebagai aparatur sipil Negara (ASN) berjumlah 26
orang. Berdasarkan pendidikan ASN tersebut, sebagian besar
merupakan S1/DIV (16 orang), dan terdapat satu orang yang
berpendidikan S2. Adapun pegawai lulusan SMA ada 8 orang
dan yang lulusan D 111 ada sebanyak 1 orang.

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki masih
mendominasi proporsi ASN yang bekerja dalam lingkup
pemerintahan daerah Kecamatan Ingin Jaya (57,69%). Terdapat
15 orang laki-laki dan 11 orang perempuan yang bekerja di
Kantor Kecamatan Ingin Jaya pada ahun 2022.

Bersadarkan jumlah penduduk di Kecamatan Ingin Jaya
Tahun 2022 terdapat 17.859 jiwa yang berjenis kelamin pria dan
17.728 jiwa yang berjenis kelamin wanita dengan rasio jenis
kelamin sebesar 101(terdapat 101 penduduk laki-laki terhadap
100 wanita). Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak
berada didesa Kayee Lee dengan jumlah 1.145 jiwa yang
berjenis kelamin laki-laki, dan 1.083 jiwa yang berjenis kelamin
perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 jiwa
Oterdapat 106 penduduk laki-laki terhadap 100 wanita).

Berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk
terbanyak ada pada rentang umur 10-14 tahun sebanyak 3.565
orang. Jumlah penduduk yang paling sedikit pada umur 70-74
tahun sebanyak 601 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan disekolah umum negeri
dan swasta yang terdapat di Keca matan Ingin Jaya tahun 2022.
Sebanyak 20 SD sederajat, 8 SMP sederajat, dan 6 SMA
sederajat.
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Semua penduduk didesa kecamatan ingin Jaya menggunakan
listrik dari PLN.52
3.1.4 Dampak Positif dan Negatif Nikah di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur dapat dapat memiliki dampak
posistif dan negative tergantung berbagai factor,termasuk
konteks, budaya , social, dan individu. Berikut adalah beberapa
dampak posistif dan negative yang mungkin terjadi
A.Dampak Positif Pernikahan di Bawah Umur:

1. Tradisi budaya : Beberapa Masyarakat memiliki tradisi
pernikahan dibawah umur yang mendukung nilai budaya
dan norma social tertentu.

2. Pembentukan keluarga : pernikahan di bawah umur dapat
memungkinkan pasangan muda untuk memulai keluarga
lebih awal,jika mereka merasa siap secara emosional dan
finansial.

3. Pilihan hidup : beberapa individu mungkin memilih
untuk menikah di usia muda karena mereka merasa
bahwa ini adalah pilihan hidup yang tepat bagi mereka.

B.Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur:

1. Kesejahteraan fisik dan mental : pernikahn di bawah
umur dapat menyebabkan masalah kesejahteraan fisik
dan mental pada anak-anak yang belum siap secara fisik
atau emosional untuk menghadapi tanggung jawab
perkawinan.

2. Pendidikan terhambat : Pernikahan di usia yang relatif
terlalu  muda sering kali ~menghambat peluang
Pendidikan anak-anak,sehingga mereka tidak dapat
mengembangkan potensi mereka sepenuh nya.

3. Tingkat penceraian yang tinggi, pernikahan dibawah
umur sering kali memiliki tingkat penceraian yang lebih
tinggi,karena pasangan muda mungkin belum cukup

62 Website : acehbesarkab.bps.go.id.
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matang untuk mengatasi konflik dan tekanan kehidupan
perkawinan.

4. Pelanggaran hak anak : dalam banyak kasus pernikahan
dibawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak
karena anak-anak mungkin tidak dapat memberikan
persetujuan yang bebas dan mendukung dalam

perkawinan.
5. Terjadinya kekerasan : pernikahan di bawah umur dapat
meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah

tangga,karena pasangan muda mungkin tidak memiliki
keterampilan atau dukungan yang cukup untuk
mengatasi konflik.

Penting untuk di ingat bahwa setiap kasus adalah unik,dan
dampak pernikahan di bawah umur dapat bervariasi
tergangantung pada individu, keluarga,dan lingkungan
socialnya. Banyak egara dan Masyarakat mengambil Langkah-
langkah untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur
melalui undang-undang dan kebijakan yang bertujuan
menlindungi hak dan kesejahteraan anak.®®

3.2.Implementasi Pernikahan di bawah Umur terhadap
Ushul Figh dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan dibawah umur atau yang lebih dikenal dengan
Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan
oleh seseorang yang usiannya masih relatif muda. Mengutip
dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan
bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon
mempelia wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perubahan
atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-

83 Alfiyah, Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan
dini(http://alfiyah23.student.umm.ac.id/), diakses tanggal 20-12-2011
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Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.%4 Ketentuan batas usia ideal
untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan
bahwa perkawinan yang diizinkan apabila pihak pria dan wanita
sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Tujuan dari pembatasan usia perkawinan ini adalah untuk
membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan
bahagia. baik didunia maupun diakhirat kelak yang diridhai oleh
Allah SWT.

Implementasi pernikahan di bawah umur di Aceh Besar,
dapat dianalisis dari perspektif Ushul Figh (prinsip-prinsip dasar
hukum Islam) dan juga sehubungan dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Dalam
konteks Aceh, yang menerapkan hukum syariah, terdapat
beberapa aspek yang harus diperhatikan:

1. .Syariah dan Keseimbangan Maslahah

Dalam Ushul Figh, prinsip kemaslahatan (maslahah)
menjadi penting. Peraturan pernikahan di bawah umur
di kabupaten Aceh Besar kecamatan ingin jaya dapat
diinterpretasikan dalam konteks keberlanjutan dan
upaya menjaga moralitas, tetapi juga harus diimbangi
dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Perlindungan Hak Anak

Prinsip Ushul Figh menekankan pentingnya melindungi
hak-hak anak. Oleh karena itu, implementasi
pernikahan di bawah umur harus memastikan bahwa
kepentingan dan hak-hak anak dijaga dengan seksama.

3. Ketidak seimbangan Kekuatan dan Persetujuan

Ushul Figh sangat menekankan pada konsep
persetujuan (ijab dan qabul) dalam pernikahan.
Pernikahan di bawah umur memunculkan pertanyaan
tentang sejauh mana seorang anak dapat memberikan
persetujuan yang bebas dan sadar.

64 Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di
Indonesia, Kencana Jakarta, him.11
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3.2.1 Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019
1. Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah
menetapkan hak-hak dan perlindungan bagi anak-
anak. Implementasi pernikahan di bawah umur/usia
dini harus selaras dengan prinsip ini untuk
memastikan perlindungan hak anak

b) Usia Minimal Menikah
Undang-Undang tersebut menetapkan usia minimal
untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan
21 tahun bagi laki-laki. Implementasi pernikahan di
Aceh harus memperhatikan ketentuan ini, meskipun
Aceh memiliki otonomi untuk menerapkan hukum
syariah.

c) Pembatasan Pernikahan di Bawah Umur
Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi
pembatasan pernikahan di bawah umur. Pernikahan
di bawah umur hanya dapat dilakukan dengan izin
dari pengadilan.

d) Tanggung Jawab dan sanksi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah juga
menyediakan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak
anak, termasuk pelanggaran terhadap usia minimal
menikah. Tanggung jawab orang tua atau wali juga.

3.3. Perspektif Masyarakat
3.3.1 Perspetif Kepala KUA ( kantor urusan Agama)
Departemen  Agama (KUA) merupakan  subbiro

Kementerian Agama. Keberadaan KUA sebagai satuan kerja
terendah dalam struktur organisasi Kementerian Agama
mempunyai tugas dan peranan penting. Berdasarkan Keputusan
Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas
melaksanakan sebagian fungsi Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam pada
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pemerintahan daerah. NamunTanggung jawab KUA antara lain
melayani masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan
pencatatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 2 menyatakan: ""Setiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Bagi
umat Islam, perkawinan harus dicatatkan di wilayah pihak yang
berkepentingan.oleh.Namun bagi non-Muslim, perkawinan
dicatatkan di kantor catatan sipil. Untuk mendaftarkan
perkawinan, kedua mempelai harus memenuhi persyaratan
tertentu. Misalnya keduanya harus berusia 19 tahun.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, usia minimal menikah
bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-
laki, yakni 19 tahun.Aturan ini mulai berlaku pada 15 Oktober
2019.%°
Saat penulis menanyakan perbedaan besar perubahan UU
Perkawinan mengenai batasan usia menikah sebelum dan
sesudah menikah, Ustad Ikram selaku Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Pernikahan berdasarkan data @~ KUA Terdapat perbedaan
penolakan nikah yang cukup besar pada pasangan di bawah
umur pasca revisi UU Perkawinan mengenai usia.

Oleh karena itu, penulis bertanya kembali kepada responden
mengenai pandangan beliau mengenai batasan usia menikah bagi
laki-laki dan  perempuan.beliau mengemukan: ‘bahwa
Pengaturan ini sangat baik karena dapat membangun rumah
tangga bagi calon pasangan yang lebih matang dalam hal
kesehatan emosional dan reproduksi.Tujuannya adalah untuk

8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor
186.
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melanggengkan kehidupan keluarga pasangan. Kestabilan usia
tentunya mempengaruhi kestabilan emosi seseorang saat
bersosialisasi,berinteraksi dengan pasangan yang mempunyai
sifat dan perilaku yang berbeda.Semakin matang seseorang
maka akan semakin bijak dalam bertindak atau mengambil
Keputusan.

Sebagai pimpinan KUA yang menjalankan tugasnya
sebagai penghulu secara profesional, ia juga tak segan-segan
mengeluarkan kebijakan menolak menikah jika ada calon
pengantin berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Atas dasar
apa penolakan tersebut? Hal itu tertulis dalam peraturan hukum
yang mengatur tata cara penolakan perkawinan.beliau
menyatakan “Jika pasangan belum cukup umur untuk
mendaftar, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:®

1. Pemeriksaan dokumen

Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen yang

diberikan oleh calon pengantin telah diverifikasi dan sesuai

dengan persyaratan hukum. jika tidak seuai dengan aturan
hukum berlaku,maka Pihak KUA akan menolak berkas
tersebut.

2. Penolakan berdasarkan Hukum

Jika terdapat ada dokumen pasangan yang tidak sesuai
dengan peraturan mengenai usia minimal menikah,maka pihak
KUA menolak permohonan tersebut dengan mengacu pada
peraturan hukum yang berlaku.dan jika pasangan Tersebut
Tidak Dapat menerima Keputusan yang telah dikeluarkan oleh
KUA, ,maka Pihak KUA akan mengeluarkan Fomulir N8, salah
satu surat pengantar untuk syarat pengajuan dispensasi di tindak
lanjuti ke pengadilan Makamah Syari’ah di tempat catin (calon
pengantin ) berdomisili untuk pengajuan Pernikahan.

® Hasil wawancara dengan Ustad lkram selaku Kepala KUA
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Senin 23 oktober 2023
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3. Konsultasi dengan Pihak Keluarga (orang Tua/wali)

Jika memungkinkan, dan sesuai dengan adat istiadat
setempat, KUA dapat menemui keluarga calon pengantin untuk
menjelaskan dampak negatif perkawinan di bawah umur.

4. Konsultasi Hukum

Berkonsultasilah dengan pihak hukum atau penasihat
hukum terkait kejadian ini untuk memastikan tindakan yang
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa penolakan terhadap pernikahan
anak mencakup pertimbangan hukum dan etika. KUA harus
mengutamakan kepentingan dan hak anak serta mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah
ini mungkin berbeda-beda tergantung peraturan daerah dan
kebijakan KUA.®“Sampai saat ini KUA di Kecamatan, selalu
memberikan edukasi atau penyuluhan tentang perkawinan
kepada Masyarakat, termasuk sosialisasi UU Nomor 16 Tahun
2019. Tetapih Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui
batas Usia Pernikahan sehingga mereka tetatap berkeinginan
mau menikah.

Berdasarkan keterangan Ustad Ikram selaku kepala KUA di
Kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar, Bahwa jumlah
pernikahan di bawah umur tidak mengalami perubahan
signifikan dibandingkan tahun lalu dan dinilai masih stabil.
Karena kita manusia pasti punya waktu untuk beradaptasi
dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu,
penulis menilai tahun ini merupakan tahun transisi menuju
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, terkadang masyarakat tidak menyadari arahan ini
karena beberapa orang hanya menerima informasi yang terbatas.
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Pasalnya, keduanya sudah lama bertunangan dan memutuskan
menikah di masa transisi tersebut.®®
3.3.2 perspektif ulama/ Tokoh Agama

Diantara Beberapa Tokoh Agama yang ada di Kecamatan
Ingin Jaya Kaputen Aceh Besar, penulis Menemui salah Salah
satu Tokoh Agama yang sangat di hormati di kalangan
Masyarakat dikecamatan Tersebut yaitu Tgk llyas yang aktif
dalam dakwah, beliau juga sebagai imum Gampong atau
mukim, beliau kerap menjadi panutan dalam menyelesaikan
permasalahan di wilayah daerahnya.

saat penulis melakukan wawancara terkait batasan usia
pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan beliau, beliau
menyampaikan beberapa hal terkait pernikahan di masa muda,
Beliau menerangkan bahwa “Agama membagi hukum
perkawinan menjadi beberapa bagian, antara lain sunah ketika
menginjak usia remaja atau sudah baligh, sudah paham terkait
ilmu tentang perkawinan, memiliki biaya untuk kebutuhan
keluarga. Usia seseorang tidak bisa dijadikan tolak ukur
kelayakan menikah. Kalau bingung mau nikah muda atau tua,
lebih baik menikahlah muda, karena kesehatan orang tersebut
masih optimal dan berpeluang melihat anak-anaknya sukses
meski di usia tua.”®®

Umumnya hukum perkawinan diatur dalam Islam, sehingga
masyarakat tinggal menyesuaikan saja, jelasnya. Secara terpisah,
menurutnya usia bukanlah suatu patokan yang konkrit dalam
menikah, namun jika seseorang sudah lebih dewasa dan
memahami konsep pernikahan serta aturan-aturan di dalamnya,
maka itu sudah cukup.

la juga menyarankan agar calon pasangan yang ingin
menikah muda karena fisiknya masih prima dan jauh dari

® Hasil wawancara dengan Ustad lkram selaku Kepala KUA
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penyakit. Beliau juga mengatakan bahwa dengan menikah
muda, akan memiliki kesempatan yang lebih lama untuk berbagi
cinta dengan keluarga, melihat anak cucu menikah, dan
menganggap kesuksesan sebagai kebahagiaan.”

Dari pernyataan di atas, terlihat jelas ia membuat peraturan
pemerintah untuk membatasi usia menikah sesuai UU Nomor 16
Tahun 2019. Sebab, ia menganjurkan pernikahan di usia muda
ketimbang di bawah umur. Jika pasangan berusia di atas 19
tahun, maka dianggap pantas untuk menikah muda. Secara
umumnya mendukung peraturan negara berupa batasan usia
menikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019.Peraturan ini
akan memaksa orang tua untuk menerapkan pembatasan yang
lebih besar terhadap pernikahan anak mereka.Agar anak-anak
dapat tumbuh dan menikmati masa mudanya secara maksimal.
Dia mengatakan, pernyataan tersebut disebabkan banyaknya
kasus perceraian akibat pernikahan dengan anak di bawah umur
di wilayah sekitar Gampong.

Oleh karena itu, pembatasan perkawinan secara negara
secara tidak langsung meminimalkan frekuensi perceraian akibat
perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali terkait dasar
pandangan tengku dalam hal tersebut la mengemukakan bahwa:

Beliau Menjelaskan lagi, Jangan jauh-jauh kita melihat,
dalam dalil Nabi Muhammad SAW saja sudah jelas. Bahwa
siapa saja yang sudah memiliki kemampuan maka hendaknya
menikah. Secara lahiriah kita melihat anak dibawah umur dinilai
belum “mampu”, maka alangkah baik hindari menikah dibawah
umur. Ini untuk kemaslahatan mereka setelah berkeluarga
Mampu disini bukan hanya pada harta yang dimilki, melainkan
pula pada ilmu pengetahuan, kedewasaan dan lainnya. Beliau
menegaskan sekali lagi bahwa rata-rata anak di bawah umur
Tingkat kematangan dan tanggung jawab masih sangat kurang
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terdapat pada usia bawah umur, beliau menyebutkan dalam
Bahasa Aceh terkait hadist Nabi bukan berati sudah mampu
hanya kebutuhan saja, tetapih juga sudah mampu ilmu tentang
pernikahan, tanggung jawab, biaya kehidupan,dan lain-lain.

Dari peryataannya diatas dapat dipahami beliau
menyebut kan bahwa salah satu dalil dasar hukum ketentuan
melaksanakan perkawinan, dimana dalam hadist Nabi menjelas-
kan bahwa pernikahan di bawah umur mengindikasikan “tingkat
kemampuan” yang merupakan kunci utama kesuksesan dalam
suatu pernikahan. Kemampuan disini mencakupi materi,
finansial maupun kematangan emosional dan ilmu ketahanan
keluarga, sedangkan anak dibawah umur dinilai belum memiliki
kemampuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadits,
maka untuk alasan kemaslahatan ia menyebutkan agar
menghindari pernikahan dibawah umur.

Secara garis besar, ia menjelaskan bahwa hukum sebuah
perkawinan tersebut sudah diatur dalam agama Islam sehingga
bagi pasangan hanya perlu menyesuaikannya. untuk itu, umur
bukanlah menjadi patokan khusus untuk menikah menurutnya,
melainkan sudah balig dan memahami konsep sebuah
perkawinan dan aturan didalamnya maka sudah memadai. la
juga menyarankan agar menikah diusia muda karena fisik
manusia tersebut masih optimal dan jauh dari penyakit.
Meskipun terserang penyakit maka kemungkinan sembuh lebih
besar. Kelebihan lainnya juga ia katakan bahwa menikah di
usia muda, berkesempatan lebih luas dan panjang untuk berbagi
kasih sayang dengan keluarga, melihat anak dan cucu nantinya
menikah dan melihat kesuksesan sebagai kebahagiaan mereka.

3.3.3 Persepsi Penggiat Gender/LSM Gender
dan HAM Terhadap Batas Usia
Perkawinan Antara Pria dan Wanita
Gender dan jenis kelamin merupakan hal yang berbeda.
Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki
dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-
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hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait
dengan fitur fisik dan fisiologis  termasuk kromosom, gen,
fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan
gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang
dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.
Ketidaksetaraan gender merupakan sistem dan struktur di mana
kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem
tersebut. Ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan alokasi
sumber daya yang tertinggal dan karenanya menghambat
pembangunan sosial ekonomi. Terjadinya ketidaksetaraan
gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial
dan budaya. Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang
ditetapkan oleh gender bervariasi secara historis maupun
budaya, batasan-batasan tersebut juga berfungsi sebagai
komponen yang fundamental dari suatu sistem sosial.

Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan
olenh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh
masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan
yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman
pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari
pada laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan perlakuan
diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam
masyakarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas
kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi
dikarenakan sistem dan struktur yang ada sehingga merugikan
salah satu jenis kelamin.

Selain melalui tujuan kelima dari Sustainable Development
Goals mengenai Tercapainya Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan, Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengadakan konvensi sebagai suatu
bentuk perjuangan dari kesetaraan gender, yakni dalam
Convention on Commite on The Elimination of All Forms of
Discrimination Againts Women (CEDAW) pada tahun 1979
yang kemudian telah diratifikasi oleh 189 negarall, termasuk
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salah satunya indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi
tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita. Terdapat beberapa pasal dalam
CEDAW yang mengatur mengenai persamaan kedudukan antara
laki-laki dan perempuan baik dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan maupun dalam hal memasuki jenjang
perkawinan. Pasal 2 huruf a CEDAW menyatakan bahwa:
“Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap
perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk
menjalankan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-
tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap
perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha mencantumkan asas
persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-
Undang Dasar Nasional atau perundang-undangan yang tepat
lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin
realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain
yang tepat.

Sebagaimana wawancara penulis dengan FTH menjelas
kan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa
dipandang diskriminatif ketika ada pembedaan batas usia antara
laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga
melalui perkawinan. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-XV/2017, yang kemudian dalam amarannya
Pemerintah diberikan batas waktu paling lama tiga tahun untuk
mengubah ketentuan tersebut. Putusan MK ini kemudian
menjadi kewajiban Pemerintah bersama DPR RI untuk
melakukan revisi terkait batas umur perkawinan yang diatur di
dalam UU UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya
membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku,
mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan
yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan syarat usia
minimum pelaksanaan perkawinan pada Undang-Undang
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Perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan bawah
umur di Indonesia merupakan salah satu dari perwujudan
kesetaraan gender. Sebagaimana halnya disampaikan oleh FTH,
salah satu pakar Gender Budgeting dalam wawancara dengan
penulis bahwa perubahan batas usia perwakinan yang sama
tersebut dapat dilihat sebagai terobosan yang memungkinkan
perempuan maupun laki- laki untuk memperoleh hak yang sama.
Tidak ada lagi pembedaan karena alasan jenis kelamin yang
pembedaan itu sebenarnya juga tidak konsisten dengan amanat
Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

“Batasan usia penikahan merupakan upaya koreksi yang
selama ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. UU ini sebenarnya ingin mendorong agar setiap
perkawinan itu seseorang sudah berumur 21 tahun sehingga bagi
yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin
dari orang tua (lihat kembali dalam pasal 6 ayat 2).
Pengaturan demikian, dapat dimaknai bahwa negara sebenarnya
secara filosofis menghendaki sebuah perkawinan itu diakukan
oleh seseorang pada umur 21 tahun. Akan tetapi, yang sering
dipahami dan dipraktikkan lebih tertuju pada pengaturan dalam
pasal 7 ayat 1 bahwa sebuah perkawinan hanya diizinkan bila
pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah
mencapai usia 16tahun. Dalam UU ini juga diberikan dispensasi
jika terjadi penyimpangan terkait batas umur tersebut. Setelah
berlaku cukup lama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan direvisi melalui UU Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Poin kunci yang diubah sebenarnya terkait dengan batas umur
perkawinan. Dalam UU baru ini, negara menegaskan bahwa
perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 tahun.”"*

"I Hasil wawancara dengan FTH selaku Penggiat Gender/LSM
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Sedangkan menurut TA, penggiat gender bahwa usia
pernikahan bagi laki laki dan perempuan harus dilihat dari
beberapa sisi. Secara umum sebenarnya tidak menjadi sebuah
problem bagi masyarakat khususnya dalam hal akan
melaksanakan pernikahan. apalagi di dalam islam sendiri baik
laki laki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal serta
mampu memahami hukum berkeluarga dan diikuti kebutuhan
untuk memenuhi tuntutan biologis maka usia tersebut dinilai
pantas dibandingkan melakukan zina. Apalagi ketentuan
perundang-undangan ini juga tidak menutup peluang pasangan
yang akan menikah juga bisa menikah lebih awal lagi dengan
menggunakan prosedur dispensasi. Tetapi jika kita melihat dari
sisi lain segi kedewasaan dan segi kematangan reproduksi antara
pria dan wanita sangatlah berbeda. Bahwa perempuan itu
tumbuh dewasa lebih cepat dari pada laki- laki, baik dalam
sikap-sikap yang mencerminkan perubahan perilaku, mental,
kematangan emosional, attitude, cara berpikir, tanggung jawab,
empati, dan elemen-elemen kedewasaan lainnya. Maksudnya,
laki-laki sepertinya lebih lambat soal pertumbuhan kedewasaan
dibanding perempuan terutama pada usia 19 tahun kebawah.
Terkait hal ini tentu perlu dibuat pertimbangan lain tentang batas
minimal usia laki laki untuk menikah.

Pendapat yang disampaikan oleh TA sejalan dengan usia
Perkawinan yang ideal menurut Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25 tahun untuk
laki- laki. Bila ditinjau dari segi kesehatan, usia 25-30 tahun
bagi pria telah matang secara biologis dan psikologis. Dengan
kematangan usia tersebut akan membuat pasangan siap untuk
hidup berumah tangga dan menciptakan hubungan yang
berkualitas.

Revisi Undang-Undang Perkawinan yang mulanya
diharapkan dapat meminimalisir perkawinan bawah umur di

2 Hasil wawancara dengan TA selaku Penggiat Gender/LSM
Genderdan HAM di Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 25 November 2023
73



Indonesia ini seakan gagal mencapai tujuannya, tentunya hal ini
juga tidak terlepas dari masih diberlakukannya ketentuan
dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan, yang mana walaupun syarat usia minimal
perkawinan ditingkatkan, masyarakat tetap dapat melaksanakan
perkawinan bawah umur melalui dispensasi kawin yang hampir
sebagian besar dikabulkan oleh Pengadilan.

perkawinan bawah umur juga menyebabkan seorang anak
yang menikah di bawah usia 18 tahun, tidak lagi dianggap
sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya
melekat pada dirinya menjadi terampas. Hal ini juga sebagali
bentuk ketidaksetaraan gender karena hak-hak perempuan
sebagai anak tidak sepenuhnya terpenuhi seperti halnya anak
laki-laki. Melihat fenomena peningkatan jumlah perkawinan
usia dibawah umur, FTH memaparkan sebagai berikut:“Karena
masyarakat terutama orang tua anak perempuan yang
menggunakan jalur dispensasi sebagaimana diatur di dalam
UU. Dispensasi memang diajukan juga oleh keluarga laki-laki,
tetapi angkanya tidak sebanyak yang diajukan keluarga
perempuan. Jelas di sini terjadi diskriminasi baru bagi (anak)
perempuan. Di sinilah kemudian diskriminasi baru rawan sekali
terjadi. Sangat memungkinan, atas nama taat kepada orang tua
dan argumentasi lainnya, sang anak perempuan di bawah
tekanan tidak bisa menolak keputusan orang tua untuk
menikahkannya. Kultur masyarakat yang patriarkhis tentu tidak
ada ruang dialog yang setara dalam keluarga bagi anak
perempuan.”’®

Tingginya angka dispensasi yang dikabulkan di pengadilan
tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang belum seluruhnya
benar-benar memiliki sensitivitas gender dalam putusan yang
diambilnya. Selain stigma perempuan yang akan lebih baik
segera menikah ketimbang hamil di luar nikah misalnya,
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acapkali jadi “dalil publik” untuk mengajukan permohonan
dispensasi dan itu bisa jadi juga tertanam dalam logika berfikir
sang hakim yangbelum sensitif gender.

Kemudian FTH menyampaikan pendapatnya kembali
bahwa: “peningkatan angka permohonan dispensasi  kawin
dan perkawinan bawah umur ini tentunya secara tidak
langsungjuga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
mengakhiri  perkawinan bawah umur di Indonesia
berdasarkan program Sustainable Development Goals
(SDGs), melalui salah satu tujuannya yakni Tercapainya
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta
Anak Perempuan. Indonesia akan sulit untuk mencapai tujuan
dari pengentasan perkawinan bawah umur, khususnya bagi
anak perempuan tersebut.” Berkaca dari situasi demikian,
menjadi penting agar Pemerintah untuk melakukan evaluasi
setelah persamaan umur perkawinan itu ditetapkan, salah
satunya terkait dengan pemberian dispensasi tersebut. Tidak
cukup hanya aspek subtasi hukum yang diatur, perlu kerja keras
untuk membangun perspektif (gender) yang baik terutama bagi
hakim dan juga perangkat lainnya termasuk KUA dalam
melihat perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah
harus bekerja dengan melibatkan lintas sektor untuk
membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Kampanye
dan penyadaran publik menjadi penting di balik semangat
melakukan persamaan umur perkawinan itu. Pentingnya
pendewasaan umur perkawinan anak perempuan itu bukan
hanya untuk anak perempuan saja tetapi juga untuk masa depan
generasi selanjutnya.

3.3.4 Perpektif Masyarakat

Penelitian dan pengembangan hukum  perkawinan,
khususnya perdebatan mengenai batasan usia perkawinan, masih
menjadi perhatian, mengingat adanya implikasi hukum dari
batasan usia perkawinan terhadap pembentukan keluarga yang
langgeng dan tenteram bagi suami dan istri.
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Oleh karena itu, bagi banyak individu yang sedang
berkembang, usia merupakan faktor penting dalam mencapai
tujuan pernikahan.

Dalam Penulisan ini, penulis telah melakukan wawancara
terhadap beberapa tokoh Masyarakat yang aktif di berbagai
organisasi dikecamatan Ingin Jaya. Salah satu nya Ibu Multia,
adalah salah satu Tokoh Masyarakat yang aktif di berbagai
kegiatan gampong, dimukim, dan berbagai oraganisi di
Kecamatan Ingin Jaya, beliau merangkan mengenai Batasan
undang-undang perkawinan mengenai usia menikah bagi laki-
laki dan perempuan sebagai berikut. hasil wawancara penulis
dengan ibu menjelaskan bahwa usia 19 tahun merupakan usia
produktif. Artinya secara biologis orang itu sudah matang, yaitu
secara organ reproduksi sudah bisa, walau dari segi kemampuan
menilai baik buruk, menahan tindakan, menunda keinginan,
memutuskan perkara, mencari alternatif solusi, membuat
keputusan, memahami diri dan orang lain, dan sebagainya orang
berusia 19 tahun belum matang atau bekerja secara optimal yang
akan mempengaruhi kondisi emosional.

Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa selain usia,
pengalaman hidup akan membentuk karakter dan emosi orang
tersebut sehingga menjadi pribadi yang lebih matang sebab
pengalaman hidupnya, untuk mendapatkan pendamping hidup
secara baik menyikapi kehidupan dari orang tua atau orang
lainnya, tidak memiliki pengalaman hidup traumatik yang
mempengaruhi kestabilan emosi baik cenderung memiliki
amarah yang berlebihan atau murung yang berkepanjangan.’

Menurut responden dengan aturan terkait persyaratan usia
minimum untuk menikah di Indonesia melalui Undang-Undang
Perkawinan No.16 Tahun 2019 berdampak pada peningkatan
pernikahan di bawah umur di Indonesia, khususnya di kalangan
anak perempuan. Praktik menikahkan anak di bawah umur ini

" Hasil wawancara dengan mutia selaku Tokoh Masyarakat
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berujung pada pelanggaran hak anak dan merupakan pelang-
garan hak asasi manusia .

Mengingat fenomena meningkatnya perkawinan di bawah
umur, mutia menyatakan “Karena masyarakat, terutama orang
tua anak perempuan, menggunakan jalur pemberian yang diatur
undang-undang.”  Keluarga laki-laki juga mengajukan
pengecualian, meski lebih sedikit dibandingkan keluarga
perempuan. Jelas bahwa ada diskriminasi baru terhadap
perempuan (dan anak-anak). Besar kemungkinan akan muncul
diskriminasi baru di sini. Tidak menutup kemungkinan seorang
anak perempuan yang dipaksa untuk taat kepada orang tuanya
dan dengan alasan lain tidak akan mampu menolak keputusan
orang tuanya untuk menikah. Budaya masyarakat yang patriarki
tentu tidak memungkinkan anak perempuan untuk berinteraksi
secara setara dalam keluarga.

Meski tidak banyak perbedaannya, namun dengan
mengubah usia menikah bagi perempuan dan menjadikannya
sama dengan usia menikah bagi laki-laki, akan melindungi
kapasitas psikologis, spiritual, dan spiritual anak perempuan
serta menjamin keselamatan jiwanya. Memberikan kesempatan
kepada anak perempuan untuk mempersiapkan peran mereka
dalam masyarakat, sehingga memberikan kesempatan
pendidikan yang sama kepada anak perempuan seperti anak
laki-laki

Di sisi lain ada tokoh masyarakat sebut saja ST (Nama
singkatan), beliau memandangan terhadap usia 19 tahun
bukanlah usia terbaik untuk menikah. “Menurutnya, usia 19
tahun masih belum merupakan usia optimal, bahkan mungkin
yang terbaik, untuk menikah di usia tersebut, mengingat
Indonesia dan banyak daerah memiliki adat dan budaya yang
berbeda.”™

™ Hasil wawancara dengan ST selaku Tokoh  Masyarakat
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 30 Oktober 2023
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Menurutnya, usia laki-laki harus lebih tua dari usia minimal
menikah bagi perempuan. Mengingat laki-laki merupakan
kepala keluarga, maka peran suami sebagai pencari nafkah,
pelindung dan wali sudah seharusnya semakin matang, yakni
pada usia 25 tahun. Usia 25 tahun mendekati kemampuan
berpikir optimal, sehingga mempengaruhi kestabilan emosi
seseorang. Pernikahan di usia yang terlalu muda dapat memicu
meningkatnya perceraian karena kurangnya tanggung jawab
laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.Pernikahan yang
sukses sering kali ditandai dengan kesediaan untuk mengambil
tanggung jawab. Saat memutuskan untuk untuk menikah,
pasangan tersebut sudah siap menanggung segala beban yang
menyertai pernikahan, baik dalam hal mencari nafkah, mendidik
anak, melindungi keluarga, maupun beban yang timbul dari
hubungan yang baik."

Adapun Wawancara penulis dengan Nurmala tokoh
Masyarakat kecamatan Ingin Jaya menyatakan: " "Usia
mempunyai pengaruh yang besar terhadap pernikahan."
Meskipun usia tidak menjamin kematangan berpikir seseorang,
namun pengalaman hidup mempunyai pengaruh yang besar atau
kecil terhadap kehidupan pernikahan. Kemampuan beradaptasi
dengan  kehidupan berumah tangga, Nuramala juga
menyebutkan “Kematangan pemikiran, Kkestabilan emosi,
kemampuan saling memaafkan, melindungi dan menguatkan,
pemahaman yang baik terhadap agama dan pengamalannya,
serta adanya tokoh dan tokoh yang diidolakan dalam agama.

" Sebagai contoh yang baik dari bagaimana menjalani kehidupan
berumah tangga, anda dapat mempertimbangkan dan
merencanakan kehidupan berumah tangga.”’

" Hasil wawancara dengan ST selaku Tokoh  Masyarakat
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 30 Oktober 2023

" Hasil wawancara dengan nurmala selaku Tokoh Masyarakat
Kecamataningin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 5 November 2023
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Berdasarkan  penjelasan yang  diberikan  beberapa
Responden di atas, didalam sebuah ikatan pernikahan dapat
matang, calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang
komprehensif tentang tanggung jawab sosialnya. Tentu saja,
mengembang tanggung jawab kepada masyarakat secara
keseluruhan untuk menjaga kedamaian dalam keluarga dapat
membawa keluarga menuju suatu keluarga Bahagia dunia
akhirat. Kedewasaan sangat di perlukan, dan juga menginginkan
kedua mempelai menjadi individu yang utuh dalam mengarungi
tantangan hidup berkeluarga yang dirasakan dan nyata.

3.3.5 Perspektif catin (Calon Pengantin) Terhadap

Batasan Usia pernikahan

Adapun catin (calon pengantin) yang penulis wawancarai
ini adalah, pengantin yang melaksanakan pernikahan mulai
setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia
perkawinan hingga tahun 2023. Dari data yang penulis
kumpulkan, penulis menemukan beberapa informan catin yang
menikah setelah penolakan dari KUA setempat karena tidak
cukup batas usia perkawinan. Diantaranya adalah SF, Ketika
penulis mewawancarainya tentang terkait batas usia pernikahan
yang telah di tetatapkan oleh Negara tentang perubahan undang-
undang mengenai usia minimum untuk menikah, catin tersebut
berkata “Saya tidak mengetahui adanya peraturan mengenai usia
minimal 19 tahun untuk menikah. Saat saya dan ayah mendaftar
di KUA kecamatan Ingin Jaya, ternyata petugas Kantor Urusan
Agama menolak mendaftarkan pernikahan kami karena usia
saya baru 18 tahun. Setelah mengatahui penolakan tersebut
karena umur tidak cukup, saya dan ayah saya mengajukan
permohonan dispensasi kemakamah syari’ah dengan beberapa
alasan Tertentu”

Dari pernyataan catin tersebut, diketahui bahwa SF dan
orang tuanya sama sekali tidak mengetahui perubahan aturan
tersebut. Hal ini juga seperti yang di kemukakan oleh SF dan
FAD. Kemudian penulis kembali menanyakan pada SF terkait

79



alasan menikah pada usia dibawah batasan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang, SF menerangkan bahwa Adapun alasan saya
untuk mengambil dispensasi ke pengadilan dikarenakan sudah
lama merencanakan tanggal pernikahan dari kedua pihak.
Alasan utamanya juga karena sudah menajalani hubungan
sekitar 2 tahun bertunangan.’®

Lain hal nya dengan cantin yang berinisial PW penulis
Menanyakan terkait pernikahan di bawah umur yang telah di
tetapkan oleh undang-undang. ia menjelaskan bahwa “Orang
tua kami yang mendesak agar segera menikah, supaya tidak
terjadi fithah menginggat bertunangan telah berjalan 4 bulan
lamanya. Dan hubungan pun sudah sedemikian sangat erat,
sehinggga orang tua pemohon sangat khawatir akan terjadi
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam serta
untuk mengatisipasi kesulitan administratif yang mungkin
timbul di kemudian hari apabila tidak dinikahkan’’.”

Dari kedua informan tersebut dapat di ambil kesimpulan
bahwa calon pengantin tidak mengetahui adanya perubahan
tentang usia perkawinan. Namun pelaksanaan nikah terus
dilakukan meskipun melalui proses dispensasi terlebih dahulu
karena alasan pertunangan yang telah lama,hubungan terlalu erat
takut terjadi fitnah.

3.4.Analisa batas usia pernikahan di kecamatan Ingin

Jaya menurut Hukum islam (Figh Munakahat)
3.4.1 Tantangan dan Pertimbangan

1.Dalam Konteks Budaya dan Agama

Sangat Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya
dan agama setempat dalam implementasi pernikahan di bawah
umur. Upaya pendekatan yang seimbang antara perlindungan

8 Hasil wawancara dengan SF selaku pengantin KecamatanIngin
Jaya Kabupaten Aceh Besar, sabtu 4 November 2023
" Hasil wawancara dengan PW selaku pengantin Kecamatan
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Rabu 8 November 2023
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anak dan pemahaman konteks setempat dapat membantu
mencapai kesepakatan yang lebih luas.
2.Edukasi dan Kesadaran
Program edukasi dan kesadaran tentang dampak
pernikahan di bawah umur dapat membantu mengubah persepsi
masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
hak-hak anak.
3. Penegakan Hukum
Penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum
terkait dengan pernikahan di bawah umur, termasuk pengawasan
dan sanksi yang diterapkan secara konsisten

3.4.2 Analisa Pernikahan di Bawah Umur Dalam Figh
Munagahat
Figh Munagahat adalah bagian dari ilmu figh yang

berkaitan dengan perkawiinan dalam Islam. Dalam konteks
pernikahan di bawah umur, prinsip-prinsip Figh Munagahat
memberikan panduan dan batasan yang perlu diperhatikan.
Pernikahan anak di bawah umur sering di bahas dalam figh
munagahat.para ulama figh dari berbagai mazhab juga berbeda
pendapat mengenai batas minimal menikah.secara umum, usia
menikah sebagai berikut :

1. Persyaratan  usia minimum, kebanyakan madzhab
menetapkan bahwa seorang harus  mencapai usia
pubertas (dewasa) sebelum dia menikah.pubertas di
maknai dengan tercapai nya masa pubertas yang sering
di kaitakan dengan menstruasi pada Wanita atau tumbuh
nya rambut pada pria. hal ini biasanya terjadi anatara
usia 12 dan 15 tahun,namun waktunya ber variasi.

2. Persetujuan orang tua : dalam banyak mazhab
Jpersetujuan orang tua atau wali yang sah juga di
perlukan dalam pernikahan, apalagi jika calon pengantin
belum cukup umur.

3. Kemaslahatan dan Kepentingan: Dalam fikih, prinsip
kemaslahatan dan kepentingan umum sering diutamakan.

Jika menikahkan seseorang yang masih di bawah usia
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baligh dapat membahayakan mereka secara fisik,
emosional, atau sosial, maka pernikahan semacam itu
mungkin tidak disarankan.

4. Perbedaan madzhab : perlu diingat bahwa perbedaan
pandangan antara berbagai madzhab dalam islam.
Beberapa madzhab mungkin lebih toleran terhadap
pernikahan di usia yang lebih muda,sementara mazhab
lain mungkin lebih ketat dan mensyaratkan usia yang
lebih tua sebelum menikah.

Penting untuk memahami bahwa praktek pernikahan bawah
umur yang melanggar hukum setempat atau menyebabkan
ketidakadilan atau kekerasan terhadap anak tidak sesuai dengan
ajaran islam.dalam negara,banyak undang-undang pernikahan
yang telah di tetapkan untuk melindungi anak-anak dari
pernikahan pada usia yang terlalu muda.oleh karena
itu,pemahaman fikih harus selalu disesuai dengan konteks
hukum dan norma social.®

Penting untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau
para ahli fikih yang kompoten dan dapat memberikan panduan
yang sesuai dengan praktek dan hukum islam yang berlaku di
daerah kita.

Pemahaman tentang pernikahan dibawah umur menurut
pandangan figh munagahat (hukum perkawinan) dalam islam
yang telah di sebutkan sebelumnya mencakup prinsip-prinsip
umum yang telah diterapkan dalam figh islam.namun prinsip ini
mungkin berbeda dengan rinci masing-masing.bebrapa rincian
detail mengenai bebebarapa mazhab yang paling umumu.antara
lain adalah :

1. Madzhab Hanafi ; madzhab Hanafi biasanya

,mengharuskan calon pengantin untuk mencapai usia

baligh,persetujuan orang tua atau wali di perlukan .di

8 Wasmukan dkk, Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah;
Tinjauan Figh dan Medis,cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996
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mazhab ini,hukum perkawinan sangat di pengaruhi oleh

kemaslahatan dan prinsip keadilan.

2. Madzhab maliki : mazhab maliki mengaharuskan seseorag
mincapai usia baligh sebelum menikah. persetujuan wali
juga umumnya diperlukan. mazhab maliki memperhatikan
kemaslahatan individu dan Masyarakat dalam menentukan
hukum perkawinan.

3. Madzhap shafii’i :madzhab shafi’l,juga mengharuskan
calon pengantin untuk mencapai usia baligh sebelum
menikah. Didalam pandangan shafi’l, persetujuan wali
adalah salah satu syarat sahnya perkawinan,dan
kemaslahatan serta keadilan juga menjadi pertimbangan. 8!

4. Madzhab Hanbali: madzhab Hanbali juga mengikuti
prinsip-prinsip umum yang telah di sebutkan,seperti
persyaratan usia baligh dan persetujuan wali, madzhab ini
juga mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dalam
menentukan sahnya perkawainan.

Pandangan di atas mencerminkan prinsip-prinsip umum
yang diterapkan dalam fikih munakahat dalam Islam. Namun,
penting untuk diingat bahwa praktek dan pemahaman fikih bisa
bervariasi antara komunitas dan negara Islam. Dalam banyak
kasus, undang-undang lokal juga dapat membatasi pernikahan
pada usia yang lebih tua untuk melindungi hak anak-anak. Jadi,
selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama
atau cendekiawan fikih yang kompeten untuk panduan yang
sesuai dengan konteks dan hukum Islam yang berlaku di daerah
Anda.

Dalam islam pernikahan adalah suatu akad atau suat
transaksi yang adanya unsurijab dan gabul. Berbedadengan hal
transaksi biasa, pernikan merupakan suatu amanah sesuai
dengan sabda Nabi: akhaztumuhunnahbi amanatillah (kalian
menerima istri berdasarkanamanah Allah). Sebagai suatu akad
atau transaksi, perkawinan semestinya melibatkan dua pihak

81 Muhammad Syarbini al-Khatib, Op.cit, him. 149
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yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau
konsensus. 82

Didalam Al Qur'an dan hadits tidak secara rinci /spesifik
menerangkan tentang hal batas usia minimum untuk melakukan
pernikahan. Namun,Untuk salah satu syarat umum yang tidak
lazim dan harus dikenal dalam fikh klasik adalah harus sanggup
memberi nafkah (pangan, papan, dan sandang,) dan berakal
sehat, juga sudah baligh. Yang artinya sudah berusia dewasa,
dalam fikhi tradisional pengertian ialah, apabila laki-laki sudah
berumur minimal 15 tahun, atau mimpi bersetubuh atau sudah
keluar sperma, Sedangkan untuk perempuan, minimal adalah
sudah haid .sangat Berbeda dengan perspektif hukum negara,
batas-batas umur yang dicantumkan secara eksplisit khusus
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, begitupun
calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.®

Pandangan Hukum Islam di dalam AlQur’an dan Hadist
tidak membatasi umur tertentu untuk berumah tangga. tetapi,
secara implisit syariat menghendaki bagi pasangan yang hendak
menikah adalah sudah mantap atau yang sudah siap mental,
fisik dan psikis dan sudah mengerti arti sebuah pernikahan yang
merupakan bagian dari ibadah,seperti harus pahamnya apa itu
shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat. 8
Bisa kita Pahami dalam hadis nabi:
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82Siti Musda Mulia, Islam Menggugat Poligami, cet. Il, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2007) him. 14

8 Rusdaya Basri, Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komfaratif
Hukum Islam dan Hukum Negara), dalam Jurnal “al-‘Ilam” Jurnal Pendidikan
dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011, him. 161- 162

84 Shahih Bukhari, bab Man Lam Yasthati’ al- Baah fal Yasum,Juz
15, him. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2
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Artinya

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian
berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena
nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih
membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak
mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum
itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim,
Tirmidzi, dan lainnya) ”

Pada Hadits diatas dapat di penjelaskan bahwa yang
diperintahkan itu adalah bagi orang yang sudah mampu untuk
menikah. Sementara bagi yang belum mampu Rasul
menganjurkan atau memberi jalan keluar untuk penangguhan
pernikahan dengan cara mengerjakan Shaum, karena shaum
merupakan benteng/pondasi. Perumpamaan  seperti ini
merupakan isyarat bahwa Kkita diperbolehkan menangguhkan
pernikahan untuk lebih mematang kan persiapan pernikahan. 8

Prinsipnya dalam Islam tidak melarang secara terang-
terangan tentang pernikahan/perkawinan usia muda, namun
Islam tidak juga pernah mendukung atau mendorong
Perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi
dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-
dimensi mental, Hak-hak anak, Psikis dan pisik terutama pihak
perempuannya.tapih pada hakikatnya, penikahan dini juga
mempunyai sisi positif. Seperti diketahui, saat ini pacaran yang
dilakukan oleh pasangan anak-anak muda yang tidak
mengindahkan norma- norma agama. Kebebasan yang sangat
sudah melampui batas, yang mana akibat kebebasan itu kerap
kita jJumpai seperti tindakan asusila di dalam masyarakat. Fakta
ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada
taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan upaya
untuk meminimalisir tindakan - tindakan negatif tersebut. Dari
pada terjerumus dalam pergaulan yang sangat mengkhawatirkan.

8 Shahih Bukhari, bab Man Lam Yasthati’ al- Baah fal
Yasum,Juz15, him. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2
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Jika memang semuanya sudah siap, Pernikahan dini(bawah
umur) itu tidak jadi masalah, asalkan pasangan siap dalam
segala hal, pihak orang tua dan anak pun tanpa keterpaksaaan.
Hukum islam dan hukum negara jika komparasikan maka
ada beberapa hal yang memiliki titik persamaan dan perbedaan
dalam memahami pernikahan di bawah umur. Pertama,hukum
islam dan hukum negara sama -sama memahami bahwa
pernikahan adalah suatu akad / transaksi antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk Rumah tangga atau mem bangun keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ke tuhanan Yang Mahaesa,
saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban
diantara keduanya. Kedua, melaku kan pernikahan adalah
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warahmah.&
3.4.3 Anilasa penulis

Berdasarkan penjelasan informan,penulis dapat
merangkumkan persepsi mayarakat terhadap pernikahan anak di
bawah umur yang telah di tetapkan oleh undang-undang no 16
tahun 2019.berikut table pemaparan dari informan

No | Sumber Alasan / pendapat | CATATAN
informasi

1 | Kepala Setuju: 19 tahun
KUA *terbentuknya

pasangan yang
sangat matang
secara emosional

2 | Tokoh Setuju : 19 tahun | Sebagian menyarankan
masyarakat | * agar dapat batas minimal usia

8 Rusdaya Basri, Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komfaratif
Hukum Islam dan Hukum Negara), dalam Jurnal “al-‘Illam” Jurnal
Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011, him. 161- 162.
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memberi
kesetaraan
bagilaki dan
perempuan

* agar memberi
kesempatan
kepada pihak
wanita untuk
menempuh
pendidikan
*bagus bagi
kematangan
kedewasan

* lebih dewasa
bila dibanding
usia 18 tahun

* untuk
menghindar dari
dampak buruk
pernikahan usia
muda .contoh
kekerasan dalam
rumah tangga
yang
mengakibatkan

perkawinan bagi wanita 20
tahun dan pria 23 tahun,
Sebagian menyarankan

usia ideal

pernikahanperempuan 21
tahun dan pria 24 tahun

perceraian
Pemangku | *harus Tidak menyarankan
Agama Memahami penambahan umur  untuk

konsep ba’ah
(mampu) dalam
hadits, 19 tahun
dinilai sudah
memiliki

menikah
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kemampuan.
*Masihdiberi
kesempatan
kepada catin
yang
berkebutuhan
menikah pada
usia dibawah 19
tahun dengan
mengajukan
dispensasi nikah
ke pengadilan

Agama.
-Menghindari
masalah yang
disebabkan
Pegiat perkawinan anak | Sebahagian mengharapkan
Gender dan | dibawah umur 19 | pasal 7 ayat 2 yang masih
HAM tahun membuka peluang
dispensasi nikah Dihilang
it kan, _agartidak terja_di
3 : Pernikahan padausia anak.
- Pria dan wanita
mendapatkan hak
yang sama
Catin Alasan : kurang
(pasangan) | mengetahui
yang terkait Batasan
menikah usia
dibawah *kurang
mengetahui

tentang adanya
aturan baru
tentang
Batasanumur
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Dari tabel di atas, mayoritas masyarakat kecamatan ingin
jaya kabupaten aceh besar  menyetujui adanya batas usia
minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.Dan sepertinya.Alasan
dan referensi.Meskipun alasan para informan adalah mereka
sepakat untuk usia menikah bagi laki-laki dan perempuan,
namun memo ini memberikan kesan bahwa dalam
merekonstruksi model yang adil dalam mengatur batasan usia
menikah, hal ini merupakan usulan yang patut dipertimbangkan.

Secara umum pandangan penduduk Masyarakat kecamatan
ingin jaya konsisten dengan batasan usia minimal menikah,
karena beberapa hal cenderung sama.

A . Usia 19 tahun dipandang sudah mampu dan sudah matang
jiwa dan raga

Memiliki kemampuan (baah) untuk memutuskan keinginan
seseorang untuk menikah. Arti “kompeten/kompeten"
mempunyai arti luas: cakap dari segi biologis, cakap dari segi
psikologis , dan cakap dari segi ekonomi (mu'nah).87 Kebijakan
pemerintah yang menetapkan batas minimal usia menikah tentu
saja memerlukan proses dan pertimbangan.Batasan usia 19
tahun berlaku baik secara psikologis maupun spiritual.

Penulis sepakat bahwa usia 19 tahun adalah usia minimal
dewasa bagi perempuan, namun tidak bagi laki-laki.Secara
psikologis, organ reproduksi perempuan telah berkembang
dengan baik dan sehat, dan proses pendewasaan perempuan
terjadi antara usia 19 hingga 25 tahun.®8Menurut penelitian,
perempuan lebih cepat matang dibandingkan laki-laki pada

8 Imam Nawawi, Al-Minhaj syarh shahih muslim ibn al-hajjaj.
Terjemahan oleh Suharlan dan Darwis. Syarah Shahih Muslim jilid 6.c.2
(Jakarta Timur:Darus Sunnah Press, 2013) him.44

8 angan Reproduksinya Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya
(Jakarta: Kencana, 2016) him.81
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periode ini.periode 2 sampai 4 tahun.®Artinya, kematangan
laki-laki dimulai sekurang-kurangnya sejak umur 21 tahun. Usia
21 tahun juga sesuai dengan umur dewasa yang ditentukan
dalam Pasal 330 KUH Perdata dan Ringkasan Hukum Islam
(KHI), Pasal 9 ayat 1.%
B. Memberikan kesamaan dan kesetaraan hak bagi laki dan
perempuan
Pada intinya alasan inilah yang melatar belakangi lahirnya
Undang-Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.Menuntut hak seperti hak pendidikan, hak
kesehatan, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya dan
persamaan di depan hukum Atas dasar persamaan hak itulah UU
Nomor 1 Tahun 1974 diajukan masyarakat ke Mahkamah
Konstitusi untuk diuji materil.
C. Terhindar dari permasalahan akibat menikah di bawah umur
Pernikahan anak di usia dini (biasanya terjadi pada anak
perempuan) menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak
negatif terhadap kesehatan antara lain kematian ibu dan bayi,
penularan HIV, kekerasan fisik dan emosional (kekerasan dalam
rumah tangga) dalam keluarga, bahkan perceraian. Di sekolah
Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pendapat seluruh
informan.Batasan usia sah yaitu 19 tahun disepakati oleh para
informan sebagai usia minimal untuk menikah. Beberapa
informan tidak merekomendasikan peningkatan usia minimum
dan ada pula yang menyarankan untuk meningkatkannya.
Informan yang tidak menganjurkan penambahan usia
minimum antara lain adalah pimpinan KUA dan para ulama.
Kepala KUA tidak merekomendasikan suplementasi karena
menerapkan undang-undang. sedangkan para ahli agama tidak

8 Herry Zan Pieter, Pengantar Psikologi untuk Kebidanan (Jakarta:
Kencana, 2016) him.146

% Nurcholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan
Undang Undang dan Hukum Islam”, Yudisia, Vol.8 No.1, Juni 2017, hlm.77
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menganjurkan penambahan usia menikah karena menurut para
Tokoh Agama, seseorang tidak bolen menikah pada usia
tertentu, penekanannya adalah pada kemampuan (baah) orang
tersebut®. Bahkan, sebagian ulama khawatir dengan dampak
negatif media elektronik,pergaulan bebas, dan untuk
meringankan tanggung jawab orang tua, dikatakan bahwa
meskipun pinang, perempuan diperbolehkan menikah sebelum
usia 19 tahun.

Pendapat para Tokoh Agama tersebut tetap valid karena
pemerintah masih memperbolehkan pengecualian pernikahan.
Di satu sisi pendapat para ulama tersebut ada benarnya, karena
dalam Al-Quran dan hadis tidak ada batasan khusus mengenai
batasan usia untuk menikah, batasan tersebut diberikan hanya
berdasarkan kualitas manusia.

Namun penulis tidak setuju menikah sebelum usia 19 tahun
untuk menghindari permasalahan di atas. Menikahi anak di
bawah umur bukanlah satu-satunya solusi atas masalah ini.
Meski pernikahan sirih bisa menyelesaikan masalah, namun
permasalahan baru bisa muncul akibat pernikahan di bawah
umur. Oleh karena itu, alangkah bijaknya bagi mereka yang
masih menginjak usia remaja untuk bersabar memperbanyak
puasanya karena puasa dapat meredakan gangguan syahwat
(menurut hadits Abdillah Ibnu Mas'ud) dan menyibukkan diri
dengan aktivitas lain yang bermanfaat untuk pertumbuhan
pemahaman dan kedewasaan dalam mendekati pernikahan.

Keputusan pemerintah untuk batas usia menikah merupakan
salah satu langkah progresif untuk menghapuskan perkawinan
anak, namun menurut wawancara penulis dengan kepala KUA,
beliu berpendapat bahwa amandemen undang-undang tersebut
tampaknya belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Klausul pengecualian pernikahan tetap berlaku.

%1 Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Juz IV/Ill (Beirut:
Daar alQutub al-Arabia, 1973), him. 171
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Apabila pengecualian tersebut masih diperbolehkan, maka
tetap membuka peluang terjadinya perkawinan anak. Menurut
penulis, kenyataannya tidak demikian, karena usia 18 tahun (jika
ingin menikah harus mengajukan pengecualian) bukan lagi usia
anak menurut undang-undang perlindungan anak. Bagian yang
mengizinkan pelepasan tersebut akan tetap berlaku karena
banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pelepasan
tersebut, seperti kehamilan di luar nikah dan keadaan darurat
lainnya.

Kebijakan Pemerintah saat ini sudah baik dibandingkan
dengan peraturan sebelumnya.Namun jika berbicara mengenai
usia laki-laki, penulis menilai masih terlalu dini karena usia 19
tahun masih belum cukup matang untuk menjadi kepala
keluarga.Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah
menaikkan batas usia dari 19 menjadi 21-24 tahun bagi laki.

Namun masih bnyak Dari pespektif kalangan Masyarakat.
penulis mendapat kan saran dari pihak masyarakat yang di mana
untuk kenaikan usia minimum menikah antara lain menyarankan
agar usia minimal bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi
laki-laki 22 tahun (penulis setuju dengan usia tersebut karena
alasan yang disebutkan di atas).namun dari Informan lain yang
juga mengatakan usia ideal menikah adalah 27 tahun untuk pria
dan 22 tahun untuk wanita, karena usia segitu Tingkat
emosionalnya sudah matang.

Mengenai perkawinan anak di bawah umur yang terjadi
setelah undang-undang tersebut direvisi, tidak banyak perubahan
dibandingkan tahun sebelum undang-undang tersebut direvisi.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat
dapat menerima perubahan aturan tersebut. Penulis berpendapat
bahwa orang tua atau wali memegang peranan penting dalam
perkawinan anak.Pengurusan surat pernyataan dari orang tua
atau wali tentu memerlukan proses yang bertahap.Artinya, orang
tua atau wali mempunyai peranan besar dalam menunda
perkawinan anak atau orang yang berada dalam perwalian
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apabila KUA menolak menikah dan tidak mengambil tindakan
untuk meminta pengecualian di pengadilan. Orang tua/wali
hendaknya mengupayakan pengenalan pendidikan formal
maupun nonformal kepada anaknya dengan mengikuti kegiatan-
kegiatan yang menambah pengetahuan dan kedewasaan anaknya
hingga mencapai usia siap menikah.

Menurut penulis, keberadaan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan merupakan
pedoman terpenting mengenai usia perkawinan, dan tentunya
pemerintah juga menilai hal tersebut merupakan suatu hal yang
baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengikuti
pedoman yang mengedepankan keharmonisan dan kebaikan
bersama. Penulis menyarankan untuk tidak hanya menyebutkan
usia minimal menikah saja, namun juga mempertimbangkan
aspek kemampuan (baah), sebagaimana telah disebutkan pada
pembahasan sebelumnya.

Secara lahiriah, ada orang yang siap menikah berdasarkan
kemampuan eksternal orang di sekitarnya, seperti persiapan
materi dan pendapatan. Kemudian kenali apakah orang tersebut
siap secara mental dan spiritual. Hal ini dapat dianalisis melalui
penampilan kepribadian dan pola pikirnya. Seperti jiwa anak
semakin matang. Penulis berharap kepada generasi penerus terus
berupaya mengatasi permasalahan sosial. Meninjau dan
melakukan kembali penelitian dari perspektif ilmiah yang
berbeda dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik dan
memastikan bahwa pengetahuan yang dipelajari bermanfaat bagi
masyarakat luas.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam uraian diatas yang di bahas penulis pada bab - bab
sebelum nya dengan itu dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hasil Temuan penelitian menunjukkan bahwa
persepsi masyarakat terhadap Batas usia Perkawinan antara
pria dan wanita berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, mayoritas masyarakat dari
unsur pelaksana Kantor Urusan Agama, ulama/pemangku
Agama, penggiat gender menunjukkan respon positif
terhadap batasan usia perkawinan dengan batas minimal
bagi pria dan wanita, yaitu 19 Tahun.

2. Persepsi masyarakat tersebut disebabkan pandangan mereka
terhadap calon pengantin pada usia 19 tahun yang dinilai
sudah memiliki kemampuan (baah) dan telah matang jiwa
raga, juga batas usia perkawinan telah memberi kesetaraan
hak bagi laki-laki dan perempuan serta menghindari
berbagai permasalah yang disebabkan oleh pernikahan
dibawah umur. Persepsi masyarakat yang merespon positif
terhadap Batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita
merupakan konsep batas minimal usia Perkawinan,
sedangkan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan
menurut sebagian masyarakat adalah lebih tinggi dari batas
usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan
usia pria lebih tinggi dibandingkan usia wanita. Berkaitan
dengan hal tersebut, muncul wacana dari beberapa unsur
masyarakat  untuk  dilakukannya rekontruksi  usia
perkawinan. Sebagian menyarankan usia 21 tahun untuk
pria dan 19 tahun untuk wanita, sebagian masyarakat
yang lain menyarankan sebagaimana menurut Badan
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Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional
(BKKBN) yaitu 25-30 tahun untuk pria.

Untuk menerapkapkan Batasan usia menikah di Kecamatan
Ingin Jaya Kabupatren Aceh Besar, ada bebarapa Langkah
penting yang perlu di lakukan . Singkatnya, Upaya Upaya
ini penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-
anak, Mencegah pernikahan dibawah umur, dan mendorong
Pendidikan dalam kesejaahteraan gender. Pemberlakuan
Batasan usia pernikahan memerlukan kombinasi pendekatan
hukum, Pendidikan, dan kesadaran Masyarakat. Peraturan
daerah yang jelas dan tegas harus di laksanakan dan di
dukung oleh Lembaga penegak hukum yang Kkuat.
Kampanye penyadaran harus mengedukasi Masyarakat
tentang danpak negativ perkawinan anak dan bekerja sama
dengan para pemimpin Agama untuk mengedepankan
perlindungan anak dan meningkatkan pemahaman agama
dan budaya. Sistem pelaporan dan penuntutan yang efektif
harus diterapkan untuk memastikan bahwa kasus
pernikahan di bawah umur ditangani secara serius. Evaluasi
dan pelaporan Dberskala diperlukan untuk memantau
penerapan dan dampak pembatasan usia Perkawinan di
Kecamatan Ingin Jaya. Sistem pelaporan dan penuntutan ya
ng efektif diterapkan untuk memastikan bahwa kasus pernik
ahan di bawah umur ditangani secara serius. Pusat Krisis, du
kungan  harus tersedia bagi anak_anak . Langkah-langkah
ini akan memungkinkan di Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar menciptakan lingkungan yang lebih
aman dan mendukung bagi anka -anak serta memastikan
bahwa hak dan kesejahteraan mereka dalam kontek
pernikahan di prioritaskan.ini adalah komitmen Bersama
untuk melin-dungi masa depan anak dan mendorong pem-
banguanan Masyarakat yang berkelanjutan.
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4.2 Saran

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penguatan perlindungan hak Anak dalam Undang-
undang ini.hal ini dapat mencakup perubahan pada
batas usia minimal penikahan yang lebih tinggi,
sesuai standar hak asasi manusia dan hak Anak.

Pemerintah baik dari pusat maupun daerah, LSM,
Ulama dan lembaga pendidikian harus sering
mengadakan kampanye kesadaran dalam
Masyarakat yang lebih luas tentang resiko dan
dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.

Mengusulkan penguatan penegak hukum untuk
memerangi pelanggaran batas usia.hal ini termasuk
menetapkan mekanisme pelaporan efektif dan snksi
tegas atas pelanggaran.

Persepsi masyarakat ini disebabkan karena calon
pengantin berusia 19 tahun dinilai sudah kompeten
dan matang secara lahir dan batin. batasan usia
pernikahan memberikan persamaan hak antara laki-
laki dan perempuan dan juga menghindari banyak
masalah yang disebabkan oleh pernikahan bawah
umur.

Saran untuk lebih melibatkan Pihak Lembaga agama
dalam proses Pendidikan dan kesadaran masarakat
tentang batas usia pernikahan.pemimpin agama
dapat memiliki pengaruh besar dalam mem-
promosikan pemahaman yang benar tentang ajaran
agama yang menekankan perlindungan hak anak.

Evaluasi rutin, penulis menyarankan agar undang-
undang ini secara rutin di evaluasi untuk memantau
dampaknya dan memastikan bahwa ketentuan
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7)

8)

tentang batas usia pekawinan berfungsi secara
efektif.

Penulis berharap kepada generasi penerus terus
berupaya mengatasi permasalahan sosial.Meninjau
dan melakukan kembali penelitian dari perspektif
ilmiah yang berbeda dapat menyelesaikan masalah
ini dengan lebih baik dan memastikan bahwa
pengetahuan yang dipelajari bermanfaat bagi
masyarakat luas.

Orang tua/wali harus memastikan anaknya mendapat

pendidikan formal dan nonformal sampai mencapai
usia menikah.
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NAMA

WAWANCARA

ALAMAT

UMUR

PEKERJAAN

1.

Apa pendapat Anda tentang batasan usia minimum
untuk menikah ?

Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan
di bawah umur? Apakah Anda setuju atau tidak
setuju?

Bagaimana Anda melihat makna dan tanggung
jawab dalam pernikahan?

Apakah menurut Anda pasangan yang menikah di
bawah umur memiliki pemahaman yang cukup
tentang komitmen pernikahan?

Bagaimana menurut Anda pernikahan di bawah
umur dapat mempengaruhi  kondisi  sosial
masyarakat?

Bagaimana faktor ekonomi memainkan peran
dalam keputusan untuk menikah di usia yang
masih muda?

Bagaimana pernikahan di bawah umur dapat
mempengaruhi peluang pendidikan dan Kkarier
seseorang?



10.

1L 5

12

is

14.

1St

16.

Apakah  menurut  Anda  penting  untuk
menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum
menikah?

Sejauh mana peran keluarga dan masyarakat dapat
mempengaruhi  keputusan  seseorang  untuk
menikah di usia yang masih muda?

Apa tanggapan Anda terhadap tekanan sosial
terkait pernikahan di masyarakat kita?

Bagaimana kita dapat melindungi hak asasi
manusia, khususnya hak anak-anak, terkait dengan
pernikahan di bawah umur?

Apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil
untuk mencegah pernikahan anak di tingkat
nasional dan internasional?

Bagaimana pernikahan di bawah umur dapat
mempengaruhi kesehatan mental dan emosional
pasangan?

Apakah menurut Anda ada perlunya pendekatan
kesehatan mental dalam menangani isu pernikahan
di bawah umur?

Apa pendapat Anda terkait alternatif atau solusi
untuk mencegah pernikahan di bawah umur?

Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di
bawah umur?



Tingkat Pernikahan di Bawah umur di Kecamatan Ingin Jaya
Tabel.1 jumlah penikahan dibawah umur di kecatamatan

ingin jaya

No

Desa

Jumlah
pasangan

Usia

Faktor penyebab pernikahan
dibawah umur

Meunasah
Tutong

Siron

Cot
mentiawan

1(satu)

1(satu)

18 Tahun

18 Tahun

17 Tahun

a) Karena ekonomi

b) Hubungan asmara/pacaran

c) Kurangnya Kesadaran
Hukum

d) Faktor Budaya dan
Tradisional

a) Faktor ekonomi

b) Hubungan(pacarana)
sudah sangat dekat

c) Biar tidak ada timbul
fitnah dalam Masyarakat
dikarenakan hubungan
percintaan yang sudah
lama.

a).Pacaran sudah lama
b) Ekonomi

c) Pekerjaan

d) Faktor keluarga




TABEL 2 PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR T/
S/2023 KABUPATEN ACEH BESAR

REKAPAN PERISTIWA NIKAH DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2020 - 2023

BERDASARKAN USIA
2020 2021 2022 per OKTOBER 2023
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Tingkat Penceraian di sebabkkan Pernikahan Dibawah
Umur Dikecamatan Ingin Jaya
Table 3.angka penceraian di tahun 2021/2023

No

Desa

Masa
pernikahan

Penyebab penceraian

Cot
mentiawan

Meunasah
Tutong

(-+)3
Tahun

()2
Tahun

a)
b)

d)
e)
f)

a)
b)

d)

Faktor ekonomi

Ketidak matangan
emosional dan

psikologi

Konflik peran dan tanggung
jawab masing-masing
Perkawinan paksaan
Ketidaksetaaran gender
Tekanan keluarga

Ekonomi

Kekerasan sering dilakukan
oleh suami terhad pasangan
Akibat Terjadinya
perselingkuahan,Kesalahan
suami, di akibatkan oleh
banyak apalikasi di-
handphone
(judislot,domino,dll)
Kesalahan istri (pengunaan
alat komunikasi tidak
sesusai dengan
kebutuhan,seperti
penggunan aplikasi Fb,
tiktok, Instagram).
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